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Ringkasan Eksekutif 
 

Dalam hampir satu dekade terakhir, UU No. 17 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi 
UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terus 
memperlihatkan kecenderungan otoritarianistik. Sejak disahkan, menurut 

pemantauan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), setidaknya terjadi 776 peristiwa 
pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang termanifestasi 
ke dalam 1.095 jenis tindakan pelanggaran yang dilegitimasi dengan penerapan UU 
Ormas dan aturan-aturan turunannya.  
 

Pada periode moitoring dan evaluasi (monev) tahun ini, dalam rentang 2 Juli 2019 – 
1 Juli 2020, dengan merujuk pada tiga sumber data, yakni media online, dokumen 

kebijakan, dan laporan lapangan, KKB mendokumentasikan 153 peristiwa yang dapat 
dibagi 9 kategori jenis tindakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul 
dengan jumlah korban mencapai 56.747 orang. Tak hanya itu, terdapat 93 peristiwa 
dengan 116 jenis tindakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berorganisasi 
dengan kategori pelaku yang beragam, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, 

pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, DPR/MPR/DPRD, Kemenkopolhukam, 
Kemendagri, Kemenag, BPIP, politisi/partai politik, pimpinan organisasi masyarakat 
sipil (OMS), ahli/akademisi, universitas, hingga perusahaan.  
 

Tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan berkumpul dan berorganisasi 
semakin masif seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Kebijakan-kebijakan untuk 

menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 kental dengan anasir politik 

keamanan (state security) ketimbang aspek kesehatan publik (public health). 

Kebijakan-kebijakan anti-demokrasi yang mempersempit ruang aspirasi publik 
dibatasi dengan alasan menjaga keamanan publik terus dikeluarkan. Dalam hal ini, 

Kapolri mengeluarkan setidaknya 5 (lima) Surat Telegram terkait PSBB, dua di 
antaranya berdampak signifikan terhadap kebebasan sipil, terutama kebebasan 
berpendapat dan berkumpul, baik secara offline maupun online. Surat Telegram yang 

dikeluarkan lebih mengutamakan paradigma keamanan negara, ketimbang 
keselamatan/kesehatan publik.  
 

Berbagai kasus pelanggaran atas kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan 
berorganisasi pun terjadi. Semisal dalam kasus Ilyani, seorang perempuan yang 

diduga kuat menyebarkan berita bohong atau hoax lewat jejaring Facebook, kasus 

Ravio Patra, peneliti di the Westminster Foundation for Democracy yang dijemput 

paksa karena informasi yang diduga kuat ditransmisi dari akun WhatsApp-nya yang 
dibajak, dan kasus Farid Gaban seorang jurnalis senior yang diancam dipidanakan 
karena mengkritik Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

melalui Twitter. Kasus tersebut hanyalah tiga dari 51 kasus yang diduga menyebarkan 
hoax terkait pandemi COVID-19 yang kemudian dijerat menggunakan Pasal 45 ayat 

(1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE.  
 
Tidak hanya menyatakan pendapat secara online, menyatakan pendapat secara 
offline pun terancam. Semisal tiga pemuda/mahasiswa di Kota Malang yang dibekuk 
aparat keamanan karena diduga melakukan vandalisme dan kritik terhadap 

kapitalisme. Ketiganya dijerat pidana maksimal 10 tahun kurungan penjara yang ada 

dalam Pasal 14 dan 15 KUHP. Kemudian, ruang mimbar diskusi akademik juga kerap 
diganggu. Semisal diskusi rutin mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah 
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Mada (CLS UGM) yang mengangkat topik Impeachment Presiden, panitia dan 
narasumber diskusi Prof Ni’matul Huda diteror oleh orang yang tidak dikenal.  Begitu 
juga halnya dengan diskusi bertema HAM dan minoritas, semisal diskusi daring yang 

diselenggarakan oleh Amnesty International Indonesia. 
 
Sementara pada kebebasan berorganisasi, persoalan kewajiban terdaftar masih 
menjadi yang utama. Statusnya sebagai organisasi terdaftar selalu dibenturkan 
dengan banyak hal, mulai dari membangun stigma OMS yang dianggap bodong atau 

ilegal, pelarangan aktivitas, pelarangan organisasi karena bertentangan dengan 
Pancasila dan agama tertentu, kriminalisasi anggota/simpatisan OMS, pengawasan 
berlebihan, sampai union busting dengan cara menghalang-halangi buruh untuk 
bergabung di dalam serikat. Akan tetapi, di sisi lain, kewajiban terdaftar yang terus 

didorong pemerintah tidak sejalan dengan akses perizinan. Dalam periode monev kali 
ini, ditemukan bahwa izin bagi OMS terus dipersulit. Semisal yang terjadi terhadap 
FPI yang “dipersulit” dalam upaya untuk perpanjangan izin meski sudah 
menyelesaikan semua persyaratan.  

 
Sementara di lingkungan kampus, intervensi terhadap organisasi kemahasiswaan 
juga kerap dilakukan. Semisal yang terjadi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 
yang mengancam membubarkan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong pasca 

menggelar diskusi mengenai Papua dan pemecatan seluruh anggota LPM Suara USU 
karena memuat cerpen yang dianggap "mempromosikan LGBT" dan "mengandung 

pornografi". Tentu, persoalan ini sangat memprihatinkan dan merupakan tamparan 
keras terhadap kita yang hidup di negara hukum dan demokrasi, sebab peristiwanya 

terjadi di universitas yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan kembangnya 
demokrasi.  

 
Dalam tataran HAM, esensi dari kebebasan berkumpul dan berorganisasi adalah 
sebagai teropong yang mengontrol dan mengawasi peran, fungsi, dan kewenangan 

pemerintah dan agar selalu berjalan dalam koridor demokrasi. Berkumpul dan 
berorganisasi adalah untuk mengumpulkan kekuatan dan menyatukan suara agar 

kepentingan sebagai rakyat dapat didengar dan dipenuhi oleh negara, atau 
setidaknya lebih didengar dari pada berusaha secara individual. Dengan demikian, 

hadirnya OMS seharusnya bukan dikecam sebagai ancaman atau sumber konflik, 
tetapi harus dipandang sebagai penyeimbang dalam fungsi kontrol sosial dan politik 
selama tindakan-tindakan organisasi tersebut tidak melanggar hukum, ketertiban 

umum, keselamatan publik, dan keamanan nasional. 
 
Dalam tataran implementatif, pemerintah seharusnya hadir untuk memfasilitasi, 
menjaga dan memastikan hak berorganisasi terpenuhi dan berlangsung secara tertib. 

Akan tetapi, dengan merujuk pada temuan monev kali ini, alih-alih melakukan 
pembedahan substantif terhadap struktur hukum dan politik, malah kembali 
tejerambab dalam pusaran elite otokratik-predatorik. Kebijakan yang diambil negara 
terhadap OMS jauh melenceng dari yang seharusnya. Jauh panggang dari api yang 
menyebabkan terjadinya penyempitan kebebasan sipil. 
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I. Pendahuluan 
 
Pemantauan yang dilakukan oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan 

bagian dari monitoring dan evaluasi implementasi hak asasi manusia, dalam hal ini 
hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Secara khusus, pemantauan ini 
juga menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi suatu legislasi, dalam hal ini UU No. 
16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut 
UU 16/2017 atau UU Ormas). 
 
Pemantauan ini memiliki dua tujuan, yaitu 1) mengetahui perkembangan dan dinamika 

implementasi hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia, dan 2) 
melihat pola-pola peristiwa yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berkumpul 
dan berorganisasi di Indonesia. Secara khusus, pemantauan ini juga bertujuan untuk 
mengetahui perjalanan implementasi UU Ormas dan mendokumentasikan bagaimana 

sasaran UU Ormas diraih oleh pelaku peran dan lembaga pelaksana. Melalui kerja 
pemantauan ini, dapat terinformasikan beberapa hal: i) perkembangan dan dinamika 
terbaru implementasi hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi, ii) 
kemungkinan munculnya permasalahan baru dalam implementasi hak atas 

kebebasan berkumpul dan berorganisasi, iii) tingkat efektivitas implementasi UU 
Ormas, hingga iv) mengetahui jarak (gap) antara maksud pengaturan UU Ormas 

dengan penegakan aturan. 
 

KKB melakukan pengumpulan, seleksi, dan verifikasi terhadap sejumlah data atau 
temuan sepanjang pemantauan implementasi hak atas kebebasan berkumpul dan 

berorganisasi. Pemantauan dilakukan dari rentang 2 Juli 2019 – 1 Juli 2020. Terdapat 
tiga sumber data dalam pemantauan ini, yaitu 1) data media online (daring), 2) 
dokumen kebijakan (dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan), dan 3) 

laporan lapangan. Dalam konteks media online, materi pemberitaan terpilih kemudian 
ditempatkan ke dalam tabel monitoring yang memuat keterangan berupa jenis dan 

deskripsi peristiwa/kejadian, lokasi, waktu, bentuk tindakan/pelanggaran, 
aktor/pelaku, dan korban. Selanjutnya, data tersebut direkapitulasi dari kategorisasi 

sejumlah kelompok data, seperti waktu peristiwa, lokasi peristiwa, bentuk 
tindakan/pelanggaran, aktor/pelaku, hingga korban. Hasil dari seluruh kelompok data 
yang telah dikategorisasi kemudian divisualisasi dalam bentuk grafik. 

 
Pada periode 2019 – 2020, KKB melakukan analisis pada isi pemberitaan media, 
laporan lapangan, dan dokumen kebijakan. Selain itu, KKB juga mengonfirmasi 
beberapa temuan pada periode ini dengan data-data dari organisasi masyarakat sipil 

yang lain dan pihak-pihak terkait secara online (potensial korban dan pembuat 
kebijakan), seperti dalam hal munculnya berbagai peraturan di tingkat daerah tentang 
ormas. Akan tetapi, terdapat keterbatasan di dalam pemantauan ini, yaitu kemampuan 
untuk menjangkau wilayah se-Indonesia (cakupan wilayah). Pada monev kali ini, KKB 
juga tidak punya kesempatan untuk melakukan pendalaman di daerah lokasi 

peristiwa/kasus secara langsung. 
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II. Hak atas Kebebasan Berkumpul 
 

1. Temuan  
 
Sepanjang periode Juli 2019 s/d Juni 2020, KKB mendokumentasikan setidaknya 
terdapat 156 peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan terhadap hak atas 
kebebasan berkumpul yang terjadi di Indonesia. Temuan tersebut lebih tinggi dari 

periode pertama pemantauan yang kami lakukan, di mana kami menemukan terdapat 
133 peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul 
sepanjang Juli 2018 s/d Juli 2019, atau setara dengan 17,29%.  
 
Dalam kategori tindakan, kami juga menemukan tren yang serupa. Terjadi 

peningkatan bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul pada 
periode 2 Juli 2019 – 1 Juli 2020 sejumlah 244 tindakan dari periode sebelumnya, 2 

Juli 2018 – 1 Juli 2019 sejumlah 152 tindakan, atau setara dengan 60,52%. Salah satu 
faktor yang turut mendorong tingginya angka pelanggaran pada periode ini adalah 
semakin maraknya tindakan pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan 
berkumpul dalam ranah digital selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. 

 

Peristiwa dan Jenis Tindakan Pelanggaran dan/atau Pembatasan 
Hak atas Kebebasan Berkumpul di Indonesia 2018 - 2020 

No Periode Peristiwa Tindakan 

1 Tahun Pertama (2 Juli 2018 – 1 Juli 2019) 133 152 

2 Tahun Kedua (2 Juli 2019 – 1 Juli 2020) 156 244 

Total 289 396  

 
Pada bagian selanjutnya, kami akan memberikan gambaran temuan berdasarkan 
pemilahan data yang kami lakukan merujuk pada kategori: periode peristiwa untuk 
dinamika pelanggaran dan/atau pembatasan sepanjang kurun waktu satu tahun 

terakhir; sebaran wilayah lokasi terjadinya pelanggaran dan/atau pembatasan di 
Indonesia, bentuk tindakan pelanggaran dan/atau pembatasan guna melihat serta 
tren pelanggaran pada periode ini; kategori pelaku yang dominan; serta kategori 

korban berdasarkan jenis kelamin, usia dan latar-belakang identitas. 

 
Periode Peristiwa 
 

Angka pelanggaran paling tinggi terjadi pada bulan: September 2019 sejumlah 30 
peristiwa; disusul dengan bulan Agustus 2019 sejumlah 18 peristiwa; Juli 2019 
sejumlah 17 peristiwa; dan, Juni 2020 sejumlah 16 peristiwa. Adapun angka 
pelanggaran paling rendah terjadi pada bulan: Maret 2020 sejumlah 6 peristiwa; 
Januari 2020 sejumlah 7 peristiwa, dan November 2019 sejumlah 8 peristiwa 

pelanggaran dan/atau pembatasan. 
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Tingginya angka pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul 
pada bulan September 2019 lalu tidak terlepas dari sikap represif aparat keamanan 

dalam menghadapi aksi penolakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) 

yang dilaksanakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam serangkaian peristiwa 
tersebut, KKB mencatat setidaknya 922 orang mengalami penangkapan sewenang-

wenang, 283 orang mengalami luka-luka, 37 orang mengalami kriminalisasi, serta 5 
orang diketahui meninggal dunia. 
 

Peristiwa pembatasan dan/atau pelanggaran lainnya yang juga terjadi pada bulan 
September 2019 ialah buntut dari tindakan rasisme terhadap sejumlah mahasiswa 

Papua pada beberapa waktu sebelumnya. KKB menemukan, setidaknya terdapat 4 
peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang 

dilakukan oleh pihak keamanan dalam kegiatan berkumpul terkait hal tersebut 
diwilayah Mimika, Jayapura, Sorong dan Wamena. Dalam rangkaian peristiwa 

tersebut, diketahui sedikitnya 53 orang mengalami penangkapan, 19 orang luka-luka, 
serta 2 orang korban lainnya meninggal dunia. 
 
Sementara itu, KKB menemukan sejumlah peristiwa pelanggaran dan/atau 
pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang berkaitan dengan isu Papua cukup 

banyak terjadi pada bulan Agustus 2019, antara lain: peristiwa pembubaran paksa 
yang disertai penembakan terhadap aksi demo susulan menolak rasisme yang 
dilaksanakan, di kawasan Expo, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura; pelarangan 
yang disertai pengadangan terhadap aksi yang akan digelar oleh Aliansi Mahasiswa 
Papua (AMP) di Jalan Bromo, Malang; hingga pelarangan yang disertai dengan 

intimidasi yang dilakukan oleh ormas FKPPI terhadap kegiatan bersama dengan 
aparat keamanan TNI dan Polri terhadap kegiatan diskusi bertajuk “New York 

Agreement dan Situasi Nduga” di kampus ISBI, Bandung, serta sejumlah peristiwa 
lainnya. 
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Adapun, pada Juni 2020 KKB menemukan sejumlah pola baru pelanggaran dan/atau 
pembatasan terhadap operasionalisasi hak atas kebebasan berkumpul yang 

diselenggarakan secara daring/online, antara lain; intimidasi melalui teror terhadap 
penyelenggara dan/atau narasumber diskusi daring seperti yang terjadi dalam diskusi 
tentang hak asasi manusia dan persoalan Papua bertagar #PapuaLivesMatter, yang 
digelar Amnesty International Indonesia; intimidasi dalam bentuk zoom-boombing 
terhadap diskusi daring bedah putusan Bongku tajaan Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) Pekanbaru, serta sejumlah lainya. KKB menilai intimidasi terhadap sejumlah 
kegiatan diskusi daring dan webinar tersebut merupakan tindakan yang merugikan 
hak atas kebebasan berkumpul di ranah digital serta menghalang-halangi 
operasionalisasi hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki warga negara.  
 

Bentuk Tindakan 
 
Dalam upaya pendokumentasian pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang 
dilakukan, KKB melakukan pengelompokan kategori jenis tindakan kepada 9 

(sembilan) bentuk tindak pelanggaran yang umum ditemukan. Kesembilan kategori 
tindakan tersebut disusun berdasarkan dinamika peristiwa pelanggaran serta 
mewakili sejumlah tindakan yang: 1. berpotensi besar membatasi penikmatan hak 
atas kebebasan berkumpul; 2. pelanggaran dan/atau pembatasan langsung terhadap 

suatu kegiatan berkumpul; hingga, 3. ekses yang timbul dari pelanggaran dan/atau 
pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi. Dalam upaya penyusunan 

kategori tindakan ini, kami berusaha memberikan gambaran secara utuh bahwa 
sebuah tindakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul memiliki 

korelasi yang kuat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak lainnya.1 

 
1 Dalam laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berkumpul dan Berserikat tahun 2012, Maina Kiai 
berpendapat bahwa pelaksanaan hak ini berpengaruh pada kualitas pencapaian penegakan hak-hak lainnya. 

Dalam laporan itu disebutkan bahwa hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat berperan sebagai kendaraan 
untuk pelaksanaan banyak hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks ini, pelanggaran hak atas 
kebebasan berkumpul tidak hanya berperan mengantarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran hak yang lain, namun 
juga sering kali terjadi bersamaan dengan pelanggaran hak-hak sipil lainnya; seperti hak atas rasa aman, hak atas 

kebebasan bergerak, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, dan seterusnya. 
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Berdasarkan kategorisasi yang telah kami lakukan, kami mencatat sebanyak 225 
bentuk tindakan pelanggaran dan/atau pembatasan terhadap hak atas kebebasan 

berkumpul terjadi sepanjang periode Juni 2018 s/d Juli 2019. Pembubaran paksa 
terhadap suatu kegiatan berkumpul menjadi bentuk tindakan yang paling sering terjadi 

sejumlah 89 tindakan, diikuti dengan penangkapan sewenang-wenang terhadap 
peserta kegiatan berkumpul sejumlah 56 tindakan dan pelarangan aktivitas/kegiatan 

berkumpul sejumlah 33 tindakan. Bersamaan dengan itu, tindakan seperti 
penembakan, penyiksaan, hingga kriminalisasi terhadap peserta kegiatan berkumpul 
juga masih kerap terjadi pada periode ini. 

 
Ketegori jenis tindak pelanggaran dan/atau pembatasan yang dimaksut, yaitu: 

pertama, pelarangan aktivitas merujuk pada upaya pelanggaran dan/atau 
pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi sebelum penyelenggaraan 
suatu kegiatan berkumpul. Kami mencatat sedikitnya terdapat 33 bentuk tindak 
pelanggaran yang masuk dalam kategori ini sepanjang Juli 2018 – Juli 2019, dengan 

pola-pola umum seperti penolakan terhadap suatu rencana kegiatan oleh kelompok 

tertentu karna ditudung berpotensi menimbulkan konflik, mengangkat isu komunisme, 

separatisme, PKI, LGBT, ajaran sesat, dan sebagainya, hingga pelarangan kegiatan 
berkumpul dengan alasan pandemi COVID-19. 
 
Sementara kategori kedua, kewajiban mengajukan izin, memiliki kaitan yang cukup 
erat dengan kategori tindakan pertama yang telah disebutkan diatas. Kategori ini 

merujuk pada bentuk tindakan  yang memaksa penyelenggara kegiatan berkumpul 
untuk mengajukan izin kepada pihak keamanan (Kepolisian) sebelum kegiatan 
berkumpul dilaksanakan. Dalam kasus yang kami temukan, tindakan yang 
mewajibkan pengajuan izin oleh pihak Kepolisian didasarkan atas penilaian subyektif 
bahwa suatu kegiatan berkumpul berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. 

Penting untuk juga ditegaskan disini bahwa rezim operasionalisasi kemerdekaan 

berkumpul di Indonesia ialah pemberitahuan (notifikasi) dan tidak mensyaratkan 

adanya kewajiban untuk mengajukan izin maupun memandat kewenangan pemberian 
izin berkumpul bagi Kepolisian. 
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Ketiga, pembubaran paksa merujuk kepada bentuk-bentuk tindak pelanggaran 
dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang secara langsung ditujukan 

guna menghentikan penyelenggaraan suatu kegiatan berkumpul yang tengah 
diselenggarakan. Kategori ini merupakan bentuk pelanggaran dan/atau pembatasan 
yang paling dominan ditemukan, dengan jumlah sebanyak 89 bentuk tindakan 
sepanjang periode Juli 2019 – Juli 2020. Dalam beberapa kasus, pelanggaran dalam 
kategori ini kerap kali memiliki korelasi yang kuat dengan pelarangan aktivitas yang 

terjadi sebelum permbubaran paksa terjadi. 
 
Keempat, intimidasi. Kategori ini merujuk pada sejumlah tindakan yang disertai 
acaman dan/atau menimbulkan hilangnya hak atas rasa aman serta ditujukan untuk 

menghalang-halangi hingga membatasi penikmatan hak atas kebebasan berkumpul. 
Dalam temuan selanjutanya, tindakan intimidasi kerap terjadi saat kegiatan berkumpul 
dilaksanakan, seperti yang dialami oleh sejumlah panitia peringatan ulang tahun 
(HUT) Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Surabaya, Jawa Timur, pada 22 Juli 2019 

lalu. Dalam peristiwa tersebut, panitia kegiatan mengalami tindakan intimidatif berupa 
kecaman, stigamatisasi hingga ancaman pembubaran kegiatan dari puluhan orang 
yang tergabung dalam beberapa Ormas. 
 

Dalam kesempatan yang lain, kami juga menemukan sejumlah tindakan intimidasi 
yang bertujuan untuk menghalang-halangi penikmatan hak atas kebebasan 

berkumpul di ranah digital. Tindakan intimidasi tersebut terjadi dalam bentuk terror 
seperti yang dialami oleh sejumlah pembicara diskusi daring #PapuaLivesMatter yang 

digelar oleh Amnesty International Indonesia pada 5 Juni 2020, maupu 
zoomboombing seperti yang terjadi dalam diskusi daring bedah putusan Bongku 

tajaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru pada Minggu 07 Juni 2020. 
 
Kategori selanjutnya, merupakan jenis tindakan yang banyak kami temukan sebagai 

ekses yang timbul dari pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi. 
Diantaranya ialah, penganiayaan yang merujuk kepada bentuk-bentuk kekerasan 

fisik yang dialami oleh peserta kegiatan berkumpul, seperti: pemukulan dengan 
tangan kosong maupun benda tumpul, penendangan, dan seterusnya. Pada periode 

ini kami menemukan setidaknya terdapat 20 tindak penganiayaan yang merupakan 
ekses dari peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul. Pola umum dalam 
kategori tindak pelanggaran jenis ini biasa berlangsung bersamaan dengan tindak 

pelanggaran dalam bentuk pembubaran paksa. Sebagi contoh, Aparat Kepolisian 
yang berkeras membubarkan suatu kegiatan berkumpul, tidak jarang menggunakan 
paksaan melalui tindak kekerasan seperti pemukulan terhadap peserta dari kegiatan 
berkumpul. 

 
Kategori tindak pelanggaran lainnya yang juga kami temukan ialah penyiksaan dan 
tindakan tidak manusiawi lainnya. Dalam periode ini, kami mencatat sedikitnya 2 
tindak penyiksaan terjadi sebagai bentuk pelanggaran lanjutan/ekses dari peristiwa 
pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul. Bentuk tindakan ini sekilas menyerupai 

penganiayaan, namun dalam derajat kekerasan yang lebih tinggi. Kategori ini sendiri 
memiliki 3 elemen kunci guna menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan 

ke dalam bentuk ini; pertama, terdapat relasi kuasa antara korban dan pelaku; kedua, 
mengakibatkan rasa sakit yang hebat, baik secara fisik maupun psikologis; ketiga, 
bertujuan untuk memperoleh informasi, untuk memaksa atau untuk menghukum. 
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Salah satu peristiwa yang masuk dalam kategori ini dialami oleh salah seorang 
peserta aksi demonstrasi penolakan pengesahan RUU KUHP. Pasca penangkapan 

yang dialami, korban mengaku disiksa dan dipaksa mengakui terlibat melakukan 
penyerangan kepada aparat saat demo anak STM di DPR September lalu. Korban 
mengaku disetrum oleh penyidik sekitar 30 menit dan disuruh mengaku ikut 
menyerang aparat saat demo dengan menggunakan batu. Tak hanya itu, ia juga 
mengalami penyiksaan lainnya, saat menjalani pemerikaan di Polres Metro Jakarta 

Pusat. Lantaran tak tahan disiksa, akhirnya korban menuruti kemauan penyidik yang 
memeriksanya, meski dirinya tak melakukan tuduhan tersebut. 
 
Ketujuh, pengerusakan. Kagori ini merujuk pada bentuk tindakan yang merugikan 

korban pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul secara material. Sebagai contoh 
pengerusakan mobil komando aksi massa Barisan Pemuda Muslim Indonesia (BPMI) 
oleh orang tak dikenal di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 20 Juli 2019 lalu. Kategori 
selanjutnya ialah penembakan, yang merujuk langsung pada penggunaan senjata 

api yang dilakukan oleh aparat keamanan secara sewenang-wenang, tidak terukur, 
sehingga mengakibatkan korban dalam suatu kegiatan berkumpul. Dalam periode ini, 
peristiwa penembakan terhadap aksi demonstrasi penolakan RKUHP di Gedung 
DPRD Sulawesi Tenggara pada 26 September 2019 lalu, merupakan contoh 

bagaimana penggunaan senjata api secara sewenang-wenang dan tidak terukur telah 
mengakibatkan korban jiwa yang tidak diperlukan. 

 
 

Kategori Penangkapan sewenang-wenang merujuk pada bentuk-bentuk tindakan 
perampasan hak untuk bergerak yang dialami peserta kegiatan berkumpul oleh pihak 

tertentu tanpa mempertimbangkan asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dari 
tindakan tersebut.2 Kami menemukan setidaknya terdapat 56 peristiwa penangkapan 
sewenang-wenang terhadap peserta kegiatan berkumpul, yang dilakukan oleh 

anggota Polisi, TNI dan Satpol PP, sepanjang periode Juli 2018 s/d Juni 2019. Tidak 
jarang tindakan penangkapan sewenang-wenang juga kemudian menjadi pintu masuk 

bagi tindak pelanggaran dalam kategori selanjutnya, yaitu kesepuluh, kriminalisasi. 
Kategori ini merujuk pada upaya-upaya pemidanaan yang dipaksakan terhadap 

seorang atau sejumlah peserta kegiatan berkumpul. Dalam catatan kami, sedikitnya 
6 tindakan termasuk dalam kategori kriminalisasi terhadap peserta kegiatan 
berkumpul sepanjang periode ini. 

 

 
2 Lebih jauh, dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan 
Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan 
bahwa dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal seperti: a. keseimbangan antara 
tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman; b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak orang yang 

ditangkap; dan c. tindakan ini tidak dapat dipahami sebagai bentuk penghukuman terhadap orang yang ditangkap. 
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Sebaran Wilayah 

 

Dari sejumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas 
kebebasan berkumpul tersebut, sebaran wilayah peristiwa terjadi hampir merata pada 

32 Provinsi di Indonesia, dengan peristiwa pelanggaran paling tinggi terjadi di wilayah 
Provinsi DKI Jakarta sejumlah 19 peristiwa, Provinsi Jawa Timur sejumlah 18 

peristiwa, dan Provinsi Jawa Barat sejumlah 14 peristiwa sepanjang periode Juli 2019 
s/d Juni 2020. Peristiwa pelanggaran yang cukup tinggi juga terjadi di Provinsi Papua 
sejumlah 12 peristiwa, Provinsi Jawa Tengah sejumlah 9 peristiwa dan Provinsi 

Maluku Utara sejumlah 8 peristiwa. Temuan ini juga kembali mengkonfirmasi temuan 
kami pada periode sebelumnya terkait 5 (lima) besar wilayah rawan pelanggaran hak 
atas kebebasan berkumpul di Indonesia. 
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Dalam periode ini, dari 19 peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas 

kebebasan berkumpul yang terjadi di Provinsi Jawa Timur paling banyak di dominasi 
oleh kasus-kasus permbubaran paksa serta pelarangan aksi demonstrasi sebayak 7 
peristiwa. Tingginya angka pelarangan dan pembubaran paksa tersebut, tidak 

terlepas dari terbitnya aturan mengenai pembatasan kegiatan berkumpul untuk 

menekan angka penyebaran COVID-19. Disisi lain, kami juga tidak menemukan 

hadirnya upaya alternatif yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi 
penikmatan hak atas kebebasan berkumpul serta menyampaikan pendapat bagi 

masyarakat selama masa Pandemi COVID-19. 
 
Adapun sejumlah peristiwa pelanggaran dan/atau pemebatasan juga terkait dengan 

isu Papua serta isu keberagaman gender dan seksual sejumlah masing-masing 3 
peristiwa, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan sejumlah 2 peristiwa, isu 

korupsi dan anggaran sejumlah 2 peristiwa, serta beberapa isu lainnya. Selain itu, 
kami juga menemukan 1 peristiwa serangan hak atas kebebasan berkumpul di ranah 
digital dalam bentuk zoomboombing terhadap diskusi daring yang diselenggarakan 

oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Juni 2020 lalu.  
 
Tidak jauh berbeda, dari 14 peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas 

kebebasan berkumpul yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, 10 peristiwa terjadi dalam 
bentuk pelarangan serta pembubaran paksa aksi demonstrasi, dengan rincian: 6 
peristiwa terkait demosntrasi penolakan terhadap RKUHP dan Revisi UU KPK; 2 
peristiwa terkait dugaan kasus korupsi; 1 peristiwa terkait isu lingkungan; serta, 1 
peristiwa penolakan penggurusan paksa di Tamansari, Bandung. Sementara itu, kami 

juga menemukan 2 peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan 
berkumpul yang menyasar kelompok diskusi di Provinsi Jawa Barat, yaitu: Pelarangan 
kegiatan diskusi publik bertajuk “New York Agreement dan Situasi Nduga” di Kampus 
ISBI, Bandung pada 14 Agustus 2019, serta intimidasi terhadap kegiatan diskusi 

daring bertajuk #PapuanLivesMatter Rasisme Hukum di Papua yang diselenggaran 
oleh BEM UI pada 6 Juni 2020 lalu.  
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Hal yang sedikit berbeda dapat kita temukan di Provinsi Jawa Tengah. Meski dalam 
periode ini kami hanya berhasil mendokumentasikan 3 dari 9 peristiwa pelanggaran 
dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul di Provinsi Jawa Tengah yang 

terjadi dalam bentuk pembubaran paksa maupun pelarangan aksi demonstrasi, 
namun 2 peristiwa terkait secara langsung dengan aturan pembatasan kegiatan 
berkumpul selama masa pandemi COVID-10. Kami juga menemukan 5 peristiwa 
pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang disertai dengan penangkapan 
sewenang-wenang terhadap sedikitnya 94 orang perempuan dan 18 orang anggota 

kelompok keberagaman gender dan seksual di kota Semarang, Jawa Tengah.   
 
Meskipun telah dipisahkan secara administratif, kami menemukan banyak kesamaan 
motif dan pola pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul 

yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dari 12 peristiwa pelanggaran dan/atau 
pembatasan hak atas kebebasan berkumpul misalnya, kami menemukan 11 peristiwa 
menyasar kegiatan aksi demonstrasi yang diselenggarakan oleh masyarakat di Papua 
dan Papua Barat, yaitu; 6 aksi demonstrasi terkait dengan isu rasisme terhadap 

warga/mahasiswa Papua, 2 aksi demonstrasi terkait penolakan pemekaran wilayah, 
1 aksi demonstrasi terkait dana pendidikan, dan 1 lainnya terkait dengan penademi 
COVID-19. Adapun salah-satu kemiripan pola pelanggaran lainnya ialah terjadinya 
penangkapan sewenang-wenang hingga penggunaan kekuatan berlebih oleh apparat 

keamanan dalam merespon kegiatan berkumpul di Papua dan Papua Barat. 
 

Sementara itu di Provinsi DKI Jakarta, kami menemukan sebanyak 11 dari 19 
peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul terjadi 

dalam bentuk pelarangan hingga pembubaran paksa terhadap aksi demonstrasi, 
diantaranya: 4 peristiwa terkait dengan penolakan RKUHP dan Revisi UU KPK; 1 

peristiwa terkait peringatan hari Hak Asai Manusia; 1 peristiwa terkait 100 hari kerja 
Jokowi-Ma’ruf Amin; 1 peristiwa serangan terhadap aksi berkumpul tandingan 
(counter-assembly) dan sejumlah aksi demonstrasi terkait isu lainya. Selain itu, 2 

peristiwa pelanggaran dan/atau pematasan hak atas kebebasan berkumpul juga 
terjadi dalam bentuk perintah langsung pelarangan kegiatan berkumpul menjelang 

pelantikan presiden dan peringatan hari buruh yang dikeluarkan oleh Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) pada periode ini. 

 
 
Kategori Korban 

 
Berdasarkan hasil pendokumentasian yang kami lakukan, kami mencatat sedikitnya 
terdapat 56.747 korban3 yang mengalami kerugian akibat dari pelanggaran dan/atau 
pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi sepanjang periode Juli 2019 

s/d Juni 2020 ini.4 Dari jumlah tersebut, kami kemudian melakukan pemilahan 

 
3 Definisi Korban dalam laporan ini merujuk pada orang-orang yang, secara pribadi atau kolektif, telah menderita 

kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar 
atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku 
di Negara-negara Anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai 
pidana. Lihat “Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 
(1985)”, Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 November 1985 
4 Kerugian yang kami maksud dalam laporan ini sendiri dapat dimengerti sebagai kerugian yang berdampak 
langsung terhadap penikmatan hak atas kebebasan berkumpul akibat tindakan  pembubaran paksa dan 
pelarangan aktivitas berkumpul, maupun kerugian lainnya yang berdampak terhadap hak-hak lainnya, seperti hak 

atas rasa aman, hak atas hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak untuk diperlakukan sama di hadapan 
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sederhana berdasarkan kategori jumlah, usia, dan jenis kelamin korban. Pertama 
kami melakukan pemilahan data korban berdasarkan jumlah yang dapat diidentifikasi, 
yaitu: individu tunggal dan kelompok. Individu tunggal merujuk pada jumlah korban 

yang dapat diidentifikasi jumlahnya. Dari keseluruhan korban, kami mencatat terdapat 
56.643 individu yang mengalami kerugian akibat dari peristiwa pelanggaran 
dan/pembatasan yang terjadi. 
 

 
Sementara kami juga mencatat terdapat 104 kelompok yang mengalami kerugian 

akibat dari peristiwa-peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan 
berkumpul yang terjadi sepanjang periode ini. Kategori ini merujuk pada sekumpulan 

individu, -dalam beberapa kasus jumlahnya dapat mencapai puluhan bahkan ratusan- 
yang tidak dapat kami identifikasi lagi satuan jumlahnya. Pengkategorian jenis ini 

semata-mata kami lakukan untuk menggambarkan masifnya jumlah korban yang 
mengalami kerugian akibat dari pelanggaran dan/pembatasan yang terjadi. 
 

Selanjutnya, kami kemudian melakukan pemilahan data dari 56.643 individu yang 
menjadi korban berdasarkan klasifikasi jenis kelamin ke dalam beberapa kelompok, 
yaitu: Laki-laki, dengan jumlah korban sebanyak 48 orang; Perempuan dengan jumlah 
korban sebanyak 517 orang; Transgender5 dengan jumlah korban sebanyak 175 

orang; dan, korban yang tidak dapat kami identifikasi kembali jenis kelaminnya dengan 
jumlah yang paling banyak yaitu mencapai 55.372 orang. Angka-angka tersebut kami 

 
hukum, hak untuk bebas bergerak, hak atas harta-benda, dan seterusnya, sebagai dampak lanjutan dari peristiwa 

pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi. 
5 Transgender (kadang disingkat “trans”) adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai 
identitas — termasuk orang transeksual, cross-dresser, orang yang mengidentifikasi jenis kelamin ketiga atau 
istilah non-biner lainnya, dan yang penampilan dan karakteristiknya dianggap sebagai tipikal gender. Transwomen 

mengidentifikasi sebagai perempuan tetapi diklasifikasikan sebagai laki-laki ketika mereka dilahirkan. Transmen 
diidentifikasi sebagai laki-laki tetapi diklasifikasikan perempuan ketika mereka lahir. Beberapa orang transgender 
menjalani operasi atau menggunakan hormon untuk menyelaraskan tubuh mereka dengan identitas gender 
mereka; yang lain tidak. Lihat “Living Free and Equal: What States are doing to tackle violence and discrimination 
against lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) and intersex people”, United Nations, 2016 
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dapatkan berdasar penelusuran lebih mendalam berbagai peristiwa yang meliputi 
tindakan seperti; identifikasi peserta kegiatan berkumpul yang mengalami 
pembubaran paksa, penyelenggara kegiatan yang mengalami intimidasi, identifikasi 

korban yang mengalami luka-luka akibat insiden pemukulan dan/atau penyiksaan, 
hingga peserta kegiatan berkumpul yang mengalami penangkapan sewenang-
wenang, dan seterusnya. 
 
Terakhir, kami kemudian juga melakukan pemilahan data dari individu korban 

berdasarkan kategori usia yang dapat diidentifikasi, yaitu; Dewasa dengan jumlah 
sebanyak 56.112 orang dan anak6 dengan jumlah sebanyak 531 orang. Untuk 
kategori yang terkahir, anak di bawah umur, paling banyak dapat kami identifikasi dari 
peristiwa pembubaran paksa yang disertai penangkapan sewenang-wenang hingga 

kriminalisasi terhadap sejumlah pelajar yang menjadi peserta aksi penolakan 
pembahasan dan pengesahan RKUHP dan Revisi UU KPK di Gedung DPR RI serta 
sejumlah wilayah lain di Indonesia pada medio Sepetember 2019 lalu. 
 

 
Guna memahami lebih jauh karakteristik korban dalam peristiwa-peristiwa 

pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul sepanjang periode Juli 2019 s/d Juni 
2020 ini, kami berusaha melakukan pemilahan data berdasarkan kategori latar-
belakang para korban yang kami klasifikasi dari profesi, identitas, maupun kedekatan 
korban terhadap isu tertentu. Berdasarkan pemilahan ini, kami mendapati Mahasiswa 

menjadi kategori yang paling tinggi menjadi korban hak atas kebebasan berkumpul 
sejumlah 51 peristiwa, disusul oleh kategori keberagaman gender dan seksual/LGBT 
sejumlah 30 peristiwa, serta kelompok agama dan kepercayaan serta aktivis Papua 
sejumlah masing-masing 21 peristiwa. 
 

 
6 Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui 

keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 tahun, sebagian lagi 18 tahun, 
bahkan ada yang 17 tahun. Untuk kebutuhan laporan ini kami merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang 
berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya. 
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Kategori Pelaku 
 

Pada periode ini, kami juga melakukan upaya klasifikasi data berdasarkan kategori 

pelaku pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang 
berhasil kami dokumentasikan. Upaya ini kami lakukan dengan tujuan untuk dapat 
memetakan aktor yang dominan dalam berbagai peristiwa pelanggaran dan/atau yang 

terjadi. Dari hasil tersebut, kami mendapati setidaknya ada 11 kategori pelaku yang 
kami klasifikasi berdasarkan identitas atau afiliasi mereka terhadap institusi atau 

lembaga tertentu. Ke-11 kategori tersebut, ialah: 1) Kepolisian Republik Indonesia 
(Polri), 2) Tentara Nasional Indonesia (TNI), 3) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP), 4) Universitas, 5) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), 6) Pemerintah Provinsi, 7) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 8) Komunitas Warga), 9) Tokoh 

Masyarakat, 10) Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 11) Orang Tak Dikenal (OTK). 
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Berdasarkan klasifikasi terhadap kategori pelaku ini, kami menemukan Polri menjadi 
kategori pelaku dengan tingkat pelanggaran paling tinggi, sejumlah 91 peristiwa. 
Kategori ini sendiri merujuk pada keterlibatan, baik individu maupun satuan kerja dari 

institusi Kepolsian Republik Indonesia, dalam peristiwa pelanggaran hak atas 
kebebasan berkumpul yang terjadi. Tingginya angka peristiwa pelanggaran yang 

melibatkan anggota Polri tersebut dapat dimengerti dalam 2 hal; pertama, bahwa 
kerja-kerja Kepolisian memang sangat berdekatan dengan ruang-ruang masyarakat 
sipil pada umunya; dan kedua, disisi lainya hal tersebut juga menggambarkan 
gagalnya reformasi disektor Kepolisian untuk mengubah wajah Polri menjadi Polisi 

yang humanis dan menghormati hak asasi manusia. 
 
Selain itu, kami mendapati bahwa berbagai peristiwa pelanggaran dan/atau 

pembatasan yang melibatkan Polri umumnya terjadi dalam beberapa bentuk kategori 

tindakan, diantaranya: 1) pelarangan aktivitas, baik dalam bentuk mengeluarkan 
perintah maupun alasan tidak memiliki izin; 2) pembubaran paksa suatu kegiatan 
berkumpul dengan alasan keamanan; 3) Tindak kekerasan dalam bentuk 

penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya; dan 4) 
Penanangkapan sewenang-wenang, yang dalam beberapa kasus berujung pada 
kriminalisasi peserta kegiatan berkumpul. 
 
Dalam temuan selanjutnya, kami kemudian mendapati anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol-PP) menempati pelaku dominan kedua pelanggaran dan/atau 
pembatasan hak atas kebebasan berkumpul sejumlah 29 peristiwa, diikuti oleh 
Organiasi Masyarakat Sipil (OMS) pada posisi ketiga dengan 17 peristiwa, Orang Tak 

Dikenal (OTK) pada posisi keempat sejumlah 15 peristiwa, serta pelaku diduga 
memiliki afiliasi kuat dengan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejumlah 13 
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peristiwa pada posisi kelima. Sejumlah kategori pelaku dominan tersebut, juga tidak 
jauh berbeda dengan temuan kami pada periode sebelumnya lalu. 
 

 
 
 

2. Analisis 
 
Adalah sebuah tren global dimana negara-negara pasca otoritarian, alih-alih 

melakukan pembedahan substantif terhadap struktur hukum dan politik, malah 
kembali tejerambab dalam pusaran elite otokratik-predatorik. Iklim pemerintahan yang 

demokratis dan taat terhadap prinsip negara hukum (rule of law) terasa jauh panggang 
dari api.  
 

Ada banyak perspektif perbandingan hukum dan politik terkait semakin menguat dan 
represifnya pemerintah (eksekutif) dalam dua dasawarsa terakhir. Ada yang 
menyebut fenomena tersebut dengan istilah ‘abusive constitutionalism’, yang 

menggambarkan perubahan paradigma pemerintah yang dulunya dipilih lewat jalur 
dan mekanisme demokratis (lewat pemilihan umum), namun setelah memimpin malah 

mengeluarkan agenda kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis dan melawan nalar 
negara hukum.7  

 
Indonesia, bersama negara-negara eks-otoritarian lain di kawasan Asia Tenggara, 
memperlihatkan ‘kualitas’ otoritarianisme yang semakin meningkat (sophisticated 
authoritarianism) justru dilihat dari menguatnya proses elektoral dan reproduksi 
beragam perundang-undangan yang tampaknya mengadopsi prinsip-prinsip hak 

asasi manusia. Lee Morgenbesser menyatakan bahwa kecenderungan ini merupakan 
gambaran yang berkebalikan dari negara-negara otoritarian yang ‘berkualitas rendah’ 
(retrograde authoritariaism) yang menggunakan instrumen-instrumen demokratisasi 
untuk mempertahankan sistem kekuasaan yang otoritarianistik. Di negara-negara ini, 

semisal Indonesia, Morgenbesser mengatakan, 

 
7 David Landau, Abusive Constitutionalism, Journal of University of California, 47 (2013).  
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A more sophisticated arrangement is to enact modest (or sham) constitutions. 
This option incorporates formal assurances of a wide variety of human 
guarantees, along with a parallel failure to uphold those guarantees in everyday 
life.”8 

 
Dengan kata lain, konstitusi dan berbagai instrumen demokratis lain dibuat seolah-
olah terlihat sempurna namun dengan tetap meninggalkan celah bagi penguasa untuk 

mempertahankan status quo-nya. Sistem elektoral dibuat sedemikian rupa – dengan 
berbagai perangkat hukum dan kebijakan yang terlihat sempurna – namun hanya 
untuk memberi jalan yang legitimatif, dan otoritatif, bagi penguasa untuk 
mengendalikan struktur ekonomi politik Negara. Indonesia pasca Reformasi telah 

melahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang memastikan 
terinkorporasinya prinsip-prinsip di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke 
dalam sistem hukum dan bernegara – bahkan mengamandemen konstitusi yang 
mencerminkan komitmen penuh terhadap instrumen HAM internasional. Namun di sisi 

lain, sistem politik dan kekuasaan tidak berubah secara radikal sehingga proses 
pembuatan keputusan tetap dapat dikendalikan tanpa memberikan kesempatan bagi 
entitas demokrasi lain, seperti organisasi masyarakat sipil, untuk membatasi ruang 
gerak penguasa. 

 

Dalam hampir satu dekade terakhir, UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi 
Masyarakat memperlihatkan kecenderungan otoritarianistik ini. Sejak disahkan, 

terdapat setidak-tidaknya 982 peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul 
dan berorganisasi yang termanifestasi ke dalam 1.333 jenis tindakan pelanggaran 

yang dilegitimasi dengan penerapan UU Ormas dan aturan-aturan turunannya. Itu 
adalah akumulasi dari keadaan yang tiap tahunnya semakin meningkat: selama satu 

tahun terakhir saja (periode 2 Juli 2019 hingga 1 Juli 2020) terdapat 254 peristiwa 
pelanggaran yang termanifestasi ke dalam 341 jenis tindakan pelanggaran terhadap 
hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. 

 
Tabel. 1.1. Perbandingan Jumlah Peristiwa dan Jenis Tindakan Implementasi UU 
Ormas 2 Juli 2013 – 1 Juli 2020 

Periode Jumlah Peristiwa Jumlah Jenis Tindakan 

Tahun Pertama (2 Juli 
2013 – 1 Juli 2014) 

70 101 

Tahun Kedua (2 Juli 2014 
– 1 Juli 2015) 

35 39 

Tahun Ketiga (2 Juli 2015 

– 1 Juli 2016) 

117 156 

Tahun Keempat (2 Juli 
2016 – 1 Juli 2017) 

175 260 

Tahun Kelima (2 Juli 2017 
– 1 Juli 2018) 

200 284 

Tahun Keenam (2 Juli 

2018 – 1 Juli 2019) 

131 152 

 
8 Lee Morgenbesser, The Rise of Sophisticated Authoritarianism in Southeast Asia, (Cambridge: University of 

Cambridge Press, 2020), p. 11.  
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Tahun Ketujuh (2 Juli 
2019 – 1 Juli 2020) 

254 341 

Total 982 1.333 

 

Keberadaan UU Ormas yang setiap tahun mempersempit ruang gerak masyarakat 
sipil karena sejumlah aturan yang melahirkan stigmatisasi terhadap kelompok 
masyarakat sipil juga menjadi sinyalemen dari mundurnya demokrasi (democratic 
regression). Ini adalah fenomena yang sesungguhnya terjadi di seluruh dunia. Larry 
Diamond mencatat sejak 2006 hingga 2019 hanya 47% orang, dari 55% orang di 
dunia yang hidup dalam sistem demokrasi di mana rata-rata indeks kebebasan sipil 
dan politik yang diukur oleh Freedom House menunjukkan rerata yang menurun 

drastis dari 62,4 ke 58,7 dalam kurun waktu kurang dari 15  tahun.9 Pemimpin populis 
berkontribusi dalam menurunnya kualitas demokrasi dengan memanfaatkan berbagai 
aparatus negara untuk memperkuat konsolidasi partai-partai politik penguasa dan 

menyingkirkan fungsi dan peran oposisi serta masyarakat sipil sebagai salah satu pilar 
demokrasi. Salah satu cara bagaimana populisme berdampak pada regresi 
demokrasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Diamond, 

As checks on the elected ruler and his party fall away, the emboldened autocrats 
turn their focus to the last remaining instrumens of scrutiny and accountability, in 
civil society.10 

 

Adapula kajian yang menggambarkan penurunan indeks demokrasi di atas sebagai 

‘autocratic legalism’, dimana pemerintah yang dipilih lewat jalur demokrasi elektoral 

menjalankan kebijakan secara legalistik, tanpa melihat aspek-aspek Hak Asasi 
Manusia (HAM) sebagai pertimbangan perumusan kebijakan. Hasilnya hukum semata 

sebagai legitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang nir-kepentingan publik.11 
Padahal pranata hukum, tidaklah dapat dipisahkan dengan prinsip konstitusionalisme, 
yang mana salah satu prasyaratnya adalah hadirnya penghormatan dan pemenuhan 

HAM kepada masyarakat lewat kebijakan-kebijakan hukum.  
 

Penurunan derajat demokrasi terjadi dalam pertengahan periode awal Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) sampai pada periode kedua di mana kecenderungan kondisi 
kebebasan sipil di Indonesia telah menurun sejak 2014. Berdasarkan Indeks 

Kebebasan Global yang dikeluarkan Freedom House tahun 2020, skor Indonesia 
untuk kondisi kebebasan sipil berada pada posisi yang stagnan dengan kategori 
“bebas sebagian” (partfly free).12 Bagi negara yang telah merdeka lebih dari tujuh 
puluh tahun lamanya, kondisi ini ironik jika dibandingkan dengan negara-negara lain 

yang baru memperoleh kemerdekaannya pada periode 1970-an ke atas seperti Timor 
Leste, Vanuatu, dan Tonga yang berada pada kategori “bebas” (free).13 Khusus untuk 
aspek hak atas kebebasan berkumpul, Freedom House memberikan skor 2 poin dari 
4 di mana aksi-aksi demonstrasi damai kerap dihadapi dengan tindakan yang 
cenderung represif terutama jika berkaitan dengan isu-isu yang sensitif seperti 

kekerasan di Papua, pelanggaran HAM masa lalu, protes terhadap pelemahan KPK, 

 
9 Larry Diamond, “Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes,” 
Democratization (2020), p. 4. 
10 Ibid, p. 13. 
11 Kim L Scheppele, Autocratic Legalism, Journal of Chicago Law Review, (2018).  
12 Lihat https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020#CL.  
13  Lihat https://elsam.or.id/tahun-pertama-pemerintahan-jokowi-maruf-involusi-hak-asasi-manusia-di-indonesia/ 

dan bandingkan pula di https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.  

https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020#CL
https://elsam.or.id/tahun-pertama-pemerintahan-jokowi-maruf-involusi-hak-asasi-manusia-di-indonesia/
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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dan sebagainya. Aktivis kerap mendapatkan intimidasi dari aparat dan bahkan 
penyiksaan. 
 

Penurunan ini disebut sebagai ‘authoritarian turn’ dan, ‘democracy decline.’14 Karakter 
otoritarian terlihat dalam beberapa kebijakan yang pro-mayoritas, pro-pasar dan 
mengekang kebebasan sipil (shrinking public space). Kebijakan-kebijakan tersebut 
terartikulasi dalam corak populisme, sebagaimana yang dijelaskan oleh Cas Mudde 
sebagai berikut:  

 
“as a thin-centred ideology that considers society to be ultimately separated into 
two homogeneous and antagonistic camps, ‘the pure people’ versus ‘the corrupt 
elite,’ and which argues that politics should be an expression of the volonté 
générale (general will) of the people.”15       

 
Kondisi ini sekaligus menjadi pertanda menyusutnya ruang sipil (shrinking civic 
space), yaitu suatu fenomena di mana semakin sempitnya ruang bagi masyarakat sipil 

untuk mengorganisasi diri dalam keterlibatan sipil (civic engagement).16 Dalam 
pemenuhan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, peran aktif masyarakat sipil 
sangat vital dalam membangun dan memperkuat demokrasi. Namun demikian, tiga 
aspek utama yang menghidupi masyarakat sipil – kebebasan berorganisasi, 

kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi – justru terancam dengan 
penerapan UU Ormas dan peraturan turunannya. Tindakan eksesif aparat terhadap 

pembela HAM memperlihatkan tidak adanya ruang aman bagi masyarakat sipil untuk 
berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan kritis. Padahal, 

kritisisme masyarakat sipil harus terus dipupuk untuk memastikan proses check and 
balance dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kritisisme masyarakat sipil juga 

semestinya didukung secara penuh agar Pemerintah dapat menjalankan fungsinya 
secara akuntabel dan transparan. 
 

Lewat karakter populisme, publik terbelah lewat narasi politik yang dikotomis ‘orang 
yang benar’ dan ‘orang yang jahat/liyan’. Sehingga publik terpolarisasi dan kehilangan 

daya kritis terhadap pemerintah. Sikap kritis masyarakat akan menempatkan mereka 
dalam ‘kotak dikotomis’ sebagai ‘orang yang tidak menghargai kerja pemerintah’, 

‘kadrun/kadar gurun’, ‘kampret’, dan banyak label dan stigma-stigma lain. Melakukan 
kritik obyektif lewat jalur demonstrasi, seminar, pertunjukan teatrikal dianggap 
pengganggu ‘kerja keras pemerintah’, sehingga layak diletakkan pada kategori liyan 

yang mengganggu.   
 
Masyarakat sipil didorong ke arus pinggir demokrasi melalui stigmatisasi dan 
kriminalisasi yang dijustifikasi dengan undang-undang. Dalam konteks Indonesia, UU 

Ormas memberikan fondasi demikian. Koalisi Kebebasan Berserikat mencatat, 
sebagaimana halnya seperti tahun-tahun yang silam, kekerasan terhadap organisasi 
masyarakat sipil meningkat. Dalam periode Juli 2019 - Juli 2020 saja, 225 
pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul terjadi di 23 provinsi mulai dari 
pembubaran paksa (yang menjadi kasus terbanyak, 89 kasus), diikuti dengan 

 
14 Thomas Power, Jokowi’s Authoritarian Turn and Democracy Decline, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 
54 (3), (2018).     
15 Cas Mudde, The Populist Zeitgest, Government and Opposition 29 (4), (2004).  
16 Lihat https://www.forumciv.org/sites/default/files/2018-03/Shrinking-Space%20-

%20Challenges%20in%20implementing%20the%202030%20agenda.pdf  

https://www.forumciv.org/sites/default/files/2018-03/Shrinking-Space%20-%20Challenges%20in%20implementing%20the%202030%20agenda.pdf
https://www.forumciv.org/sites/default/files/2018-03/Shrinking-Space%20-%20Challenges%20in%20implementing%20the%202030%20agenda.pdf
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penangkapan sewenang-wenang (56 kasus), pelarangan aktivitas (33 kasus), hingga 
yang terendah pengrusakan dan penyiksaan (masing-masing 2 kasus). Setidak-
tidaknya, sembilan jenis pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul organisasi 

masyarakat sipil saja terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir.  

 

Jenis Tindakan Jumlah 

Kewajiban Mengajukan Izin 11 

Kriminalisasi 6 

Pelarangan Aktivitas 33 

Pembubaran Paksa 89 

Penangkapan Sewenang-wenang 56 

Penembakan 6 

Penganiayaan 20 

Pengerusakan 2 

Penyiksaan 2 

Total 225 

 

Narasi populisme terutama terasa kencang ketika pemerintah dan DPR bersepakat 
melakukan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) 
dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) September 2019 

silam, yang direspon oleh kalangan masyarakat sipil dan mahasiswa lewat 

demonstrasi dan unjuk rasa. Pemerintah merespon lewat tindakan represif dan 
mekanisme reward and punishment lewat jalur relasi kuasa politik-ekonomi kepada 
mahasiswa.17 Dalam temuan KKB, bulan September 2019 terjadi 30 peristiwa 

pelanggaran kebebasan berkumpul. Hasil temuan ini merupakan jumlah tertinggi 
dalam periode pemantauan. Kemudian di susul 18 pelanggaran di Agustus 2019 dan 

17 pelanggaran di Juli 2019. 18    
 
Kemunduran indeks demokrasi Indonesia, diperparah dengan penyebaran wabah 

pandemik COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020. Respon pemerintah sangat 
buruk dengan terkesan meremehkan penyebaran virus dengan sembari memberi 
justifikasi irasional anti-sains yang tentu berdampak signifikan terhadap warga 

negara.19  Kebijakan-kebijakan untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19 di 

Indonesia kental dengan anasir politik keamanan (state security) ketimbang aspek 

kesehatan publik (public health). Kebijakan-kebijakan anti-demokrasi yang 
mempersempit ruang aspirasi publik dibatasi dengan alasan menjaga keamanan 

publik, terutama ketika Indonesia memilih opsi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 
Besar) sebagai kebijakan mitigasi COVID-19.20 Sebelumnya Presiden Jokowi 
berencana menggandeng kebijakan PSBB dengan ‘Darurat Sipil’, yang langsung 

 
17 Edward Aspinall dan Marcus Meitzner, Southeast Asia’s Troubling Elections: Non-Democratic Pluralism in 
Indonesia, Journal of Democracy, 30 (4) 2019.   
18 Tim Pemantau, Hasil Temuan Implementasi Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia periode 2019 

– 2020.  
19 Thomas Power and Warburton (eds), Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression (ISEAS, 2020).   
20 Marcus Meitzner, Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How 
Indonesia’s Democractic Decline Shaped Its COVID-19 Response, Journal of Current Southeast Asian Affairs 00 

(0), 2020.   
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ditanggapi negatif oleh kalangan akademisi dan masyarakat sipil.21 Pemerintah, 
terutama Presiden Jokowi terkesan memukul rata konsep hukum ‘keadaan darurat’ 
dengan ‘keadaan bahaya’ yang secara hukum sejatinya memiliki konsekuensi yang 

berbeda.22 Namun akhirnya, Presiden Jokowi bertindak bijak dengan mengeluarkan 
Keputusan Presiden tentang Keadaan Darurat Kesehatan.23  
 
Semisal dalam kebijakan PSBB, pemerintah lewat Kapolri malah mengetatkan ruang 
aspirasi publik dengan alasan menjaga keamanan negara. Masyarakat diharapkan 

tidak panik dan memberi komentar negatif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil 
pemerintah untuk menanggulangi penyebaran wabah COVID-19. Kapolri 
mengeluarkan setidaknya 5 (lima) Surat Telegram terkait PSBB, namun ada 2 (dua) 
Surat Telegram yang berdampak signifikan terhadap kebebasan sipil, terutama 

kebebasan berpendapat dan berkumpul, baik secara offline maupun online. Surat 
Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tentang Penanganan Kejahatan di 
Ruang Siber, memberi norma baru terhadap penghinaan kepada penguasa/presiden 
dan pejabat pemerintah yang mana sebenarnya norma tersebut sudah dinyatakan 

Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional.24 Selain itu, Surat Telegram Nomor 
ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 tentang Penanganan Kejahatan Potensial dalam Masa 
Penerapan PSBB, juga memiliki paradigma keamanan negara, ketimbang 
keselamatan/kesehatan publik. Instrumen bercorak keamanan juga dipertebal lewat 

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. 
 

Walaupun, pemerintah tidak jadi melaksanakan ‘Darurat Sipil’, namun produk-produk 
kebijakan di masa pandemik tetap bercorak keamanan (state security) dari gangguan 

bahaya. Covid-19 sebagai bencana atau kedaruratan kesehatan (non-alam) 
seharusnya ditangani oleh kalangan kesehatan (dokter, perawat dan ilmuwan), bukan 

lewat instrumen aparat keamanan, kepolisian sampai militer.25  Dalam konteks 
pembatasan/pengurangan HAM, alasan dari diambilnya kebijakan 
pembatasan/pengurangan tersebut harus jelas dan terukur, bukan semata 

berorientasi pada aspek keamanan, namun abai terhadap keselamatan publik.     
 

Pasca Reformasi, berbagai kebijakan hak asasi manusia memang telah dibuat. 
Namun demikian, menurut Landman dan Carvalho, hal ini tidak cukup untuk mengukur 

komitmen penuh suatu negara terhadap hak asasi manusia. Komitmen tersebut harus 
dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan tiga dimensi sekaligus yaitu hak sebagai 
sebuah prinsip (rights in principle), hak sebagai sebuah kebijakan (rights in policy), 

dan hak sebagai sebuah praktik (rights in practice).26 Meskipun jaminan terhadap hak 
asasi manusia telah termaktub di dalam banyak peraturan perundang-undangan, 
apabila hal tersebut tidak berbanding lurus terhadap penikmatan yang dialami secara 

 
21 Kompas, “Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19”, 31 Maret 2020, 
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/08201661/saat-jokowi-rencanakan-darurat-sipil-hadapi-pandemi-
covid-1> 
22 Herlambang Wiratraman, Does Indonesian COVID-19 Emergency Law Secure Rule of Law and Human Rights, 

Journal of Southeast Asian Human Rights 4 (1), 2020.  
23  Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 
sebagai Bencana Nasional.  
24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/2006. 
25 Evan A Laksmana dan Rage Taufika, “How ‘militarized’ is Indonesia’s COVID-19 management?”, 27 Mei 2020, 
<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/27/how-militarized-is-indonesias-covid-19-
management.html>.  
26 Todd Landman and Edzia Carvalho, Measuring Human Rights, (New York: Routledge, 2010), pp.  17. 
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riil oleh masyarakat maka Negara tidak bisa dianggap telah memiliki komitmen 
terhadap HAM. Dalam sejarahnya, berbagai peraturan dan institusi hak asasi manusia 
di Indonesia – seperti pembentukan Komnas HAM, misalnya – dibuat justru untuk 

membungkam kritisisme publik terhadap kinerja Pemerintah. Institusi dan kebijakan 
HAM dibuat sedemikian rupa, dalam level yang superfisial (dan bahkan artifisial), 
untuk menunjukkan seolah-olah Negara mendukung hak-hak fundamental 
warganegara. Senyatanya, hak-hak tersebut tidak diaplikasikan sebagaimana 
mestinya sehingga berbagai pelanggaran masih terus terjadi. Setidak-tidaknya ada 58 

jenis hak asasi manusia yang diakui di dalam hukum HAM internasional. 27Negara 
diwajibkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia 
memiliki arti bahwa ketiga dimensi tersebut harus dipastikan perwujudannya; baik hak-
hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua kategori hak 

tersebut saling bergantung satu sama lain karena ketiadaan jaminan terhadap satu 
hak akan berdampak pada terhambatnya penikmatan dan penegakan hak-hak 
lainnya.  
 

Secara normatif, memang benar bahwa kebebasan sipil secara umum, kebebasan 
berpendapat dan berkumpul adalah hak yang bersifat non-derogable, dalam artian 
bisa dikurangi dan dibatasi oleh pemerintah. Namun pembatasan dan pengurangan 
tersebut juga harus mematuhi rambu-rambu negara hukum (rule of law), semisal 

harus dilakukan secara proporsional, memiliki tujuan yang sah/baik atau legitimate 
aim dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi.  Dalam International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, 
pembatasan dan pengurangan haruslah berpangkal pada aspek ‘keselamatan’ 

(safety), namun di Indonesia, makna ‘keselamatan’ direduksi sedemikian rupa 
menjadi ‘keamanan’ (security). Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 

tentu berpotensi melanggar HAM warga negara yang sedang berjuang ditegah 
pandemik, dan juga dirasa kontra-produktif untuk melindungi warga negara.28   Surat 
Edaran Kapolri tersebut memakan korban masyarakat yang melakukan kritik terhadap 

pemerintah. Semisal dalam kasus Ali Baharsyah yang dijerat pasal berlapis dalam UU 
ITE dan KUHP.29  Lewat instrumen hukum yang bercorak represif diatas, tidaklah 

mengejutkan jika Kepolisian menjadi institusi negara yang paling banyak disinyalir 
melakukan pelanggaran kebebasan berkumpul.30       

 
Sebagai konsekuensi dari narasi populisme yang mengakibatkan polarisasi politik 
semakin kuat. Tindakan reaktif pemerintah terhadap kritik tidak hanya dilakukan oleh 

perangkat atau oknum pemerintah saja, namun lewat ‘agen-agen’ pendukung 
pemerintah dan buzzer politik. Fenomena ini menarik, karena berbeda dengan pakem 
negara otoriter konvensional di mana perangkat negara bekerja secara nyata dan 
masif untuk memberi tekanan pada publik lewat Repressive State Apparatus (RSA).31 

 
27 Ibid., p. 20. 
28 Kompas, “Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri”, 6 April 
2020, <https://nasional.kompas .com/read/ 2020/04/06/10272001/langkah-hukum-di-tengah-penanganan-wabah-

covid-19-ini-pelanggaran- yang?page=3>. Lihat juga, Audrey Santoso, Respons Kapolri soal patroli penghinaan 
presiden disorot: pro-kontra hal biasa. Detik, 8 April 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4969502/respons-
kapolri-soal-patroli-penghinaan-presiden-disorot-pro-kontra-hal-biasa/3>. 
29 Audrey Santoso, Simpan file porno, Ali Baharsyah penghina Jokowi juga dijerat pasal pornografi. Detik, 6 April. 

Available at: https://news.detik.com/berita/d-4967191/simpan-file-porno-ali- baharsyah-penghina-jokowi-juga-
dijerat-pasal-pornografi/2  
30 Tim Pemantau, Hasil Temuan Implementasi Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia periode 
2019 – 2020.  
31 Louis Althusser, Essay on Ideology, (Verso, 1984).   
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Yang terjadi saat ini, kritik terhadap pemerintah lebih banyak direspon balik oleh 
‘agen-agen’ pendukung pemerintah. Fenomena ini disebut everyday authoritarianism, 
yang diartikan sebagai: warga negara (pendukung pemerintah) malah memberi 

afirmasi atau persetujuan dalam bentuk bullying atau perundungan/intimidasi 
terhadap warga negara lain yang melakukan kritik atau protes terhadap tindak 
pembiaran dan/atau represi negara (“… ordinary citizens can give permission to the 
state to behave in authoritarian fashion”).32  
 

Dari komposisi pelaku pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul, Koalisi 
Kebebasan Berserikat mencatat masalah sistemik. Dari 201 pelaku yang 
didokumentasikan, 91 di antaranya dilakukan oleh kepolisian dan diikuti dengan 
Satpol PP (29 kasus), ormas vigilant (17 kasus), orang tidak dikenal (15 kasus), dan 

tentara (13 kasus). Pelaku-pelaku lain yang teridentifikasi juga mengafirmasi fakta 
bahwa kontribusi terbesar atas penurunan kualitas kebebasan sipil di Indonesia 
adalah karena terlibatnya institusi publik dalam kekerasan terhadap masyarakat sipil. 
 

Pelaku Jumlah 

Komunitas Warga 11 

OMS 17 

Pemerintah Kab/Kota 10 

Polri 91 

Satpol PP 29 

TNI 13 

Universitas 9 

Pemerintah Provinsi 1 

Orang Tidak Dikenal 15 

DPRD 2 

Tokoh Masyarakat 3 

Total 201 

 
Selama masa pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB, kegiatan berkumpul 

secara offline sangat berkurang secara drastis. Sebaliknya, ruang digital/daring 
menjadi sangat ekspresif. Beberapa bulan di awal tahun 2020, kegiatan seminar dan 

diskusi daring dengan beragam isu dan topik membuncah menghiasi ranah sosial 

media. Konsekuensinya, pemerintah mulai mengawasi secara represif prilaku netizen 

dalam mengekspresikan kebebasan sipilnya.  
 
Semisal dalam kasus Ilyani, seorang perempuan yang diduga kuat menyebarkan 
berita bohong atau hoax lewat jejaring Facebook. Tercatat telah ada 51 kasus yang 
diduga menyebarkan hoax terkait pandemi COVID-19. Kasus tersebar di Bareskrim 

Polri (4 kasus), Polda Kalimantan Timur (3 kasus), Polda Metro Jaya (2 kasus), Polda 
Kalimantan Barat (4 kasus), Polda Sulawesi Selatan (3 kasus), dan Polda Jawa Barat 
(3 kasus). Pelaku dijerat dengan ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 28 ayat 
(1) UU ITE.33 
 

 
32 Insa Koch, Everyday authoritarianism: an anthropology of citizenship and welfare in austerity Britain, British 
Politics and Policy <https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/an-anthropology-of-citizenship-and-welfare/>.  
33  Berita Satu, 51 Orang Jadi Tersangka Hoax Covid-19, 27 Maret 2020, < https://www.beritasatu.com/jaja-

suteja/nasional/613745/51-orang-jadi-tersangka-hoax-covid19>. 
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Aspirasi rakyat berupa kritik secara offline juga ditanggapi pemerintah secara 
berlebihan.  Tiga pemuda/mahasiswa di Kota Malang juga dibekuk aparat keamanan 
karena diduga melakukan vandalisme dan kritik terhadap kapitalisme. Mahasiswa 

tersebut diancam dengan jeratan pidana maksimal 10 tahun kurungan penjara dalam 
Pasal 14 dan 15 KUHP.34  
 
Aktivis pro-demokrasi dan jurnalis juga tidak luput dari intimidasi pihak aparat 
keamanan. Ravio Patra, peneliti di the Westminster Foundation for Democracy, yang 

aktif menyampaikan gagasan-gagasan dan kritik konstruktif terhadap pemerintah 
lewat Twitter. Dia jemput paksa pada hari Kamis, 22 April 2020 oleh aparat kepolisian 
dari Metro Jaya, walau kemudian dibebaskan besok harinya, Jumat, 24 April 2020. 
Penangkapan berdasar pada informasi yang diduga kuat ditransmisi dari akun 

WhatsApp Ravio yang dibajak oleh orang yang sampai sekarang tidak diketahui 
identitasnya. Dalam proses penyelidikan, kepolisian melacak keuangan dan 
mengganti password email Ravio, hal tersebut tentu tidak relevan dalam proses 
penyelidikan kasus tersebut. Kepolisian juga terkesan tidak memahami/tidak 

konsisten dalam penggunaan pasal-pasal yang menjadi ancaman pidana, awalnya 
Ravio diancam lewat Pasal 28 (1) tentang penyebaran berita bohong, kemudian 
memakai Pasal 28 (2) tentang ujaran kebencian lewat rasisme.35  
 

Farid Gaban, jurnalis senior yang kerap melancarkan kritik terhadap pemerintah juga 
diancam dipidanakan. Kritik Farid terhadap Teten Masduki, Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah lewat Twitter berujung pelaporan oleh Muannas Alaidid, 
Ketua Cyber Indonesia. Muannas mengancam mempidanakan Farid, lewat Pasal 28 

(2) UU ITE apabila yang bersangkutan tidak mencabut/mengklarifikasi statement atau 
kritiknya di Twitter. Farid bergeming dengan mengatakan kritik harus dimaknai 

sebagai penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah, sehingga tidak boleh 
dipidana.36  
 

Ruang mimbar diskusi akademik juga kerap diganggu oleh oknum-oknum yang 
sampai sekarang identitasnya tidak terlacak. Semisal dalam diskusi rutin mahasiswa 

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (CLS UGM) yang mengangkat topik 
Impeachment Presiden, panitia dan narasumber diskusi Prof Ni’matul Huda diteror 

oleh orang yang tidak dikenal.37     
 
Begitu juga halnya dengan diskusi bertema HAM dan minoritas, semisal diskusi daring 

yang diselenggarakan oleh Amnesty International Indonesia, yang diselenggarakan 
pada Jumat, 5 Juni 2020. Diskusi dengan teman Papua  dan hashtag 
#PapuaLivesMatter mengalami zoom bombing dan intimidasi virtual. Ketika 

 
34 Kompas, “Dituding Lakukan Vandalisme, Tiga Mahasiswa di Malang Ditangkap”, 22 April 2020 
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/ 21292551/dituding- lakukan-vandalisme-tiga-mahasiswa-di-
malang-ditangkap>). 
35 Vice, “Ciduk Ravio Patra, Polisi Ganti Tersudut Dugaan Intimidasi dan Alasan Absurd Penjemputan”, 24 April 

2020, <https://www.vice.com/id_id/article/ jgeway/peneliti-ravio-patra-bebas-setelah-diintimidasi-polisi-dan-
ditangkap-polda-metro-tanpa- dasar-hukum-jelas>. 
36 Tirto, “Kasus Farid Gaban: Pemberangusan Kritik Warga Negara”, 30 Mei 2020), <https://tirto.id/kasus-farid-
gaban-pemberangusan-kritik-warga-negara-fDED>. 
37 Kompas, “Angkat Tema Pemberhentian Presiden, Panitia Diskusi CLS UGM Diancam hingga Acara Dibatalkan”, 
30 Mei 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/ 05/30/12251181/angkat-tema-pemberhentian-presiden-
panitia-diskusi-cls-ugm-diancam- hingga>. Kompas, “CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat 
Akademis, Tak Terkait Politik”, 29 Mei 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05 /29/22541051/cls-ugm-

diskusi-soal-pemberhentian-presiden-bersifat-akademis-tak-terkait>. 
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narasumber dari Elsam Papua, Yuliana S Yabansabra, berbicara selama lebih kurang 
30 menit, ruang Zoom terganggu oleh akun-akun anonim. Narasumber lain Usman 
Hamid, Yuliana, dan Tigor Hutapea (Pusaka Foundation) menerima panggilan telepon 

dari nomor tidak dikenal (kode negara Amerika Serikat (+1)).38 Menurut temuan KKB, 
jumlah pelanggaran terbanyak terjadi di bulan Juni 2020 dengan 16 peristiwa.39 
 
Dalam konteks Papua, KKB menemukan setidaknya terdapat 4 peristiwa pelanggaran 
dan/atau pembatasan kebebasan berkumpul yang dilakukan oleh pihak keamanan di 

wilayah Mimika, Jayapura, Sorong dan Wamena. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, 
diketahui sedikitnya 53 orang mengalami penangkapan, 19 orang luka-luka, serta 2 
orang korban lainnya meninggal dunia.40 Intimidasi terhadap aktivis Papua tidak 
hanya dalam ruang nyata, namun juga masuk ke ruang daring. Provinsi Papua 

menjadi provinsi ketiga tertinggi kasus pelanggaran atas kebebasan berkumpul 
setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. 
 
Selain itu, yang perlu dicatat pula, berbagai kasus pelanggaran hak atas kebebasan 

berkumpul juga memperlihatkan semakin rentannya posisi kelompok minoritas di 
ruang publik. Dari kasus yang berhasil diidentifikasi, terlepas dari jumlah korban yang 
belum teridentifikasi, mayoritas korban pelanggaran adalah anak-anak, perempuan, 
dan kelompok transgender. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik tidak lagi menjadi 

ruang yang aman bagi kelompok-kelompok rentan ini untuk mengorganisasi diri dan 
terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik.  

 

 
38 SuaraCom, “Diskusi HAM Papua Lives Matter Diteror Zoombombing dan Telepon Nomor Asing”, (5 June 2020), 
<https://www.suara.com/news/2020 /06/05/144407/diskusi-ham-papua-lives-matter-diteror-zoombombing-dan-

telepon-nomor- asing>. 
39 Tim Pemantau, Hasil Temuan Implementasi Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia periode 2019 
– 2020.  
40 Tim Pemantau, Hasil Temuan Implementasi Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia periode 2019 

– 2020.  
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Berkaca pada pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 
Azadeh Chalabi mengatakan bahwa penegakan HAM kerapkali tidak optimal bukan 

karena masalah eksternal yang memengaruhi pelaksanaannya namun juga faktor 
sistemik, internal, yang membuat prinsip-prinsip HAM dimaknai secara berbeda di 
lapangan. Secara khusus, Chalabi mencatat adanya problem orientasi ideologis 
dalam pemaknaan HAM di Indonesia yang membuat berbagai kebijakan yang terkait 
dengannya, misalnya RANHAM, tidak berjalan secara optimal. 

 

Most troublingly, the universal idea of human rights […] is somehow 
contaminated with political ideologies, that is, the term ‘human rights’ […] has 
become, more or less, politicized and divorced from the original meaning of 
human rights in the international human rights instruments.41 

 

Hal inilah yang terepresentasi di dalam aturan-aturan mengenai organisasi 
masyarakat sipil di Indonesia, terutama UU Ormas. Dari tahun-tahun, ketentuan 

mengenai larangan dan pemidanaan dalam UU Ormas telah dikritik oleh banyak pihak 
karena menjadi landasan bagi lahirnya berbagai bentuk kekerasan terhadap 
masyarakat sipil. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil juga dipersempit maknanya 
sekedar menjadi kepanjangan tangan dari Pemerintah – dengan persempitan makna 

yang sangat fundamental terhadap gagasan tentang pembangunan nasional, 
Pancasila, dan UUD 1945 – serta rezim kontrol yang sangat ketat. Ditambah lagi, 

praktik yang menyimpang dari ketentuan mengenai “pemberitahuan” menjadi 
“perizinan” dalam berbagai aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh masyarakat 

sipil juga menjadi penanda represifnya pendekatan yang dilakukan oleh aparat. Hal 
ini tampak seperti yang dilakukan oleh kepolisian ketika memaknai kewenangan 

mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTB) demonstrasi dalam 
kerangka rezim perizinan.42 Padahal, berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 

7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan 
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, satu-satunya 

kewajiban masyarakat adalah menyampaikan pemberitahuan dan polisi tidak 
berwenang untuk menolak aksi unjuk rasa. Pada masa pandemi COVID-19, 

kesalahkaprahan tersebut mendapatkan fondasinya atas alasan pencegahan 

penyebarluasan COVID-19. Ironisnya, aktivitas keramaian lain justru dibiarkan 

terjadi.43 
 

III. Hak atas Kebebasan Berorganisasi 
 

 
41 Azadeh Chalabi, National Human Rights Action Planning, (Oxford: Oxford University Press, 2018), p. 131. 
42 Lihat https://www.jpnn.com/news/polisi-tak-akan-keluarkan-izin-demo-saat-pelantikan-jokowi, 
https://news.detik.com/berita/d-4746029/bem-si-merasa-dihalangi-karena-polisi-tak-terima-izin-aksi-15-20-

oktober, dan https://news.detik.com/berita/d-4747895/jokowi-beri-lampu-hijau-polisi-tetap-tolak-keluarkan-izin-
demo.  
43 Lihat https://regional.kompas.com/read/2020/09/25/05200081/polisi-tak-berani-bubarkan-konser-dangdut-yang-
digelar-wakil-ketua-dprd?page=all dan https://cirebon.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-04777332/gelar-konser-

dangdut-saat-pandemi-covid-19-wakil-ketua-dprd-tegal-diperiksa-pihak-kepolisian.  

https://www.jpnn.com/news/polisi-tak-akan-keluarkan-izin-demo-saat-pelantikan-jokowi
https://news.detik.com/berita/d-4746029/bem-si-merasa-dihalangi-karena-polisi-tak-terima-izin-aksi-15-20-oktober
https://news.detik.com/berita/d-4746029/bem-si-merasa-dihalangi-karena-polisi-tak-terima-izin-aksi-15-20-oktober
https://news.detik.com/berita/d-4747895/jokowi-beri-lampu-hijau-polisi-tetap-tolak-keluarkan-izin-demo
https://news.detik.com/berita/d-4747895/jokowi-beri-lampu-hijau-polisi-tetap-tolak-keluarkan-izin-demo
https://regional.kompas.com/read/2020/09/25/05200081/polisi-tak-berani-bubarkan-konser-dangdut-yang-digelar-wakil-ketua-dprd?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/09/25/05200081/polisi-tak-berani-bubarkan-konser-dangdut-yang-digelar-wakil-ketua-dprd?page=all
https://cirebon.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-04777332/gelar-konser-dangdut-saat-pandemi-covid-19-wakil-ketua-dprd-tegal-diperiksa-pihak-kepolisian
https://cirebon.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-04777332/gelar-konser-dangdut-saat-pandemi-covid-19-wakil-ketua-dprd-tegal-diperiksa-pihak-kepolisian
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1. Temuan 
 
Periode Peristiwa 
 
Pada periode 2019 - 2020, hasil temuan dari pemantauan KKB menunjukkan bahwa 
jumlah peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berorganisasi sebanyak 93 
peristiwa dengan 118 jenis tindakan. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Februari 
2020 dengan 13 peristiwa, Juni 2020 dengan 12 peristiwa, dan Oktober 2019 dengan 

10 peristiwa. Pada bulan Februari 2020, peristiwa penting yang terjadi adalah sebagai 
berikut: 1) Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Pergub terkait Keormasan tentang tata 
kelola, pengawasan, dan kerja sama; 2) Pemkab Kulon Progo menerbitkan surat 
edaran tentang kewaspadaan pada OMS yang ilegal; 3) Kabupaten Bandung 

menyusun Tim Pengawasan Ormas berdasarkan pada keputusan bupati; dan 4) Di 
Kabupaten Langsa, Nangroe Aceh Darussalam, OMS yang tidak terdaftar dilarang 
memberikan pernyataan ke media. 
 

 
 
Pada bulan Juni 2020, peristiwa penting yang terjadi adalah sebagai berikut: 1) DPRD 
Provinsi Riau sedang menyusun Ranperda tentang Pemberdayaan Ormas; 2) DPRD 
Kalimantan Selatan berencana mengejar pembahasan Ranperda tentang Ormas; dan 

3) Banyak pemerintah daerah yang mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri guna 
mendapatkan SKT. Pada bulan Oktober 2019, peristiwa penting yang terjadi adalah 
sebagai berikut: 1) Kesbangpol Kota Denpasar aktif melakukan pengawasan dengan 
turun langsung ke lapangan untuk mengecek keberadaan OMS dan masa berlaku 
SKT OMS; 2) FPI sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian Agama dan 

Kemendagri setelah menyelesaikan berkas administrasi izin SKT; dan 3) Rektorat 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya mengancam membubarkan Lembaga Pers 

Mahasiswa (LPM) Teropong pasca menggelar diskusi mengenai Papua. 
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Lokasi Peristiwa 
 
Hasil temuan menunjukkan bahwa 93 peristiwa yang terjadi pada periode 2019 – 2020 

terjadi di setiap tingkatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Dari 93 
peristiwa tersebut, peristiwa tersebar di 31 provinsi di Indonesia.  
 

 
 
Hasil temuan periode ini menunjukkan bahwa peristiwa terbanyak potensi 
pelanggaran hak atas kebebasan berorganisasi adalah di Provinsi Jawa Barat dengan 
18 peristiwa. Hasil ini berbeda dengan temuan monev KKB sebelum-sebelumnya 

yang menempatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi yang paling banyak 

berpotensi melanggar hak atas kebebasan berorganisasi. Selanjutnya, peristiwa 
terbanyak kedua terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan 16 peristiwa. 
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Jenis Tindakan 
 

Pada periode 2019 – 2020, terdapat 10 kategori jenis tindakan dari implementasi hak 
atas kebebasan berorganisasi. Pertama, izin dipersulit. Kategori ini merujuk 
mempersulit izin suatu OMS yang dilakukan oleh Kesbangpol.  Kedua, kewajiban 
mendaftar. Kategori ini merujuk pada penerapan wajib daftar ke Kesbangpol, imbauan 
atau anjuran mendaftar ke Kesbangpol, dan imbauan atau anjuran untuk 

memperbaharui SKT. Ketiga, stigmatisasi OMS. Kategori ini merujuk pada OMS yang 
dianggap bodong dan ilegal karena tidak terdaftar, dianggap abal-abal dan liar karena 
tidak terdaftar, dianggap preman dan kriminal, dianggap kelompok aliran sesat, 
dianggap radikal dan berafiliasi dengan kelompok terorisme, serta dianggap 

mendapatkan dana asing untuk terorisme. Keempat, pembatasan akses, di mana 
kategori ini merujuk pada membatasi akses dana bantuan bagi OMS karena tidak 
terdaftar, membatasi layanan publik bagi OMS karena tidak terdaftar, dan 
memperketat syarat pemberian dana bantuan untuk OMS. 

 
Kelima, pelarangan aktivitas, di mana kategori ini merujuk pada melarang OMS untuk 
beraktivitas karena tidak terdaftar. Keenam, pelarangan organisasi. Kategori ini 
merujuk pada melarang OMS karena bertentangan dengan Pancasila dan agama 

tertentu, mempersulit dan menolak pendaftaran SKT, mempersulit izin pembentukan 
OMS, diancam dibubarkan karena kegiatannya menyimpang dan berafiliasi dengan 

terorisme, tidak memberikan izin pendeklarasian organisasi, diminta dibubarkan 
karena memicu konflik dan merusak fasilitas, dibekukan atau dinyatakan non-aktif 

karena melanggar ketentuan AD/ART, hingga mencabut SKT atau menghapus OMS 
dari daftar Kesbangpol.  

 
Ketujuh, kriminalisasi, di mana kategori ini merujuk pada penangkapan anggota OMS 
tertentu karena organisasi yang bersangkutan tidak terdaftar di Kesbangpol. 

Kedelapan, pengawasan berlebihan. Kategori ini merujuk pada mengawasi OMS 
secara ketat dan meminta laporan kegiatan/organisasi secara periodik. Kesembilan, 

pembentukan aturan turunan. Kategori ini merujuk pada kebijakan-kebijakan terkait 
UU Ormas, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Kesepuluh, union busting. Kategori ini merujuk pada menghalang-halangi buruh untuk 
bergabung di dalam serikat, intimidasi, memutasi pengurus atau anggota serikat, 
memutus hubungan kerja, surat peringatan, skorsing, membentuk serikat boneka, 

membentuk pengurus tandingan dalam serikat yang sama, promosingkir, 
kriminalisasi, mengadu domba buruh, menyewa preman untuk meneror, membuat 
peraturan sepihak, serta menolak diajak berunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
dan tidak mengakui adanya PKB. 
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Hasil temuan menunjukkan bahwa jenis tindakan terbanyak yang ditemukan dalam 

pemantauan periode ini adalah kewajiban mendaftar dengan 43 tindakan. Kemudian, 
jenis tindakan terbanyak kedua adalah stigmatisasi OMS dan union busting dengan 

masing-masing 19 peristiwa. Jenis tindakan terbanyak ketiga dan keempat secara 
berturut-turut adalah pembatasan akses dengan 9 peristiwa dan pembentukan aturan 

turunan dengan 7 peristiwa. Selanjutnya, jenis tindakan lainnya adalah pelarangan 
organisasi dan pengawasan berlebihan dengan masing-masing 5 tindakan, 
pelarangan aktivitas dengan 4 tindakan, kriminalisasi dengan 3 tindakan dan izin 

dipersulit dengan 3 tindakan. 
 
Dalam konteks implementasi UU Ormas, jenis tindakan dari setiap periode 

pemantauan semakin memperlihatkan pola yang jelas. Implementasi UU Ormas akan 
didahului dengan tindakan kewajiban mendaftar dengan disertai pada kepemilikan 

SKT. Apabila OMS tidak terdaftar, terdapat dampak bagi eksistensi OMS tersebut, 
yaitu 1) diberikan stigma sebagai organisasi ilegal/liar/bodong; 2) adanya pembatasan 

akses ke sumber daya; 3) adanya pelarangan aktivitas; 4) pelarangan organisasi 
dalam bentuk pembubaran atau pencabutan badan hukum organisasi; 5) kriminalisasi 
terhadap anggota atau simpatisan OMS; hingga 6) penangkapan sewenang-wenang 

yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anggota atau simpatisan OMS. Tidak 
hanya itu, hasil temuan juga menunjukkan bahwa jenis tindakan lainnya dari 

implementasi UU Ormas adalah pengawasan berlebihan yang dilakukan oleh 
Kemendagri/Kesbangpol. Salah satu bentuk pengawasan berlebihan ini adalah 
dengan membentuk Tim Pengawas bagi ormas di beberapa wilayah yang biasanya 

memiliki model pengawasan yang menekankan pada aspek keormasan. 
 
Kategori Pelaku 
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Pada periode ini, terdapat 93 jumlah pelaku yang tersebar ke berbagai level atau 
tingkatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Terdapat 13 
kategori pelaku dari implementasi hak atas kebebasan berorganisasi, yaitu 1) 

Pimpinan/Anggota OMS; 2) Pemerintah Kabupaten/Kota; 3) Pemerintah Provinsi; 4) 
Aparat Penegak Hukum; 5) MPR/DPR/DPRD; 6) Kemenkopolhukam; 7) Kemendagri; 
8) Kemenag; 9) BPIP; 10) Politisi; 11) Ahli/Akademisi; 12) Universitas; dan 13) 
Perusahaan. 
 

Terkait kategori MPR/DPR/DPRD, khusus DPRD terbagi menjadi DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/Kota. Terkait aparat penegak hukum, kategori ini mengacu pada 
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Polisi Republik Indonesia (Polri), Polisi 
Daerah (Polda), Polisi Resor (Polres), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), baik Kejati 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada kategori pemerintah provinsi, kategori ini 
mengacu pada Gubernur/Wakil Gubernur, Bakesbangpol Provinsi, dan Biro 
Kesejahteraan Rakyat. Pada kategori pemerintah kabupaten/kota, kategori ini 
mengacu pada Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Sekda Kabupaten/Kota, 

Bakesbangpol Kabupaten/Kota, Camat/Wakil Camat, Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan, serta Humas Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 
 

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaku terbanyak dari implementasi yang 
bertentangan dengan prinsip kebebasan berorganisasi adalah pemerintah 

kabupaten/kota dengan 57 peristiwa. Pelaku terbanyak kedua dan ketiga secara 
berturut-turut adalah perusahaan dengan 16 peristiwa dan pemerintah provinsi 
dengan 13 peristiwa. Selanjutnya, pelaku terbanyak keempat, kelima, dan keenam 
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secara berturut-turut adalah Kemendagri dengan 8 peristiwa, pimpinan/anggota OMS 
dengan 6 peristiwa, dan aparat penegak hukum dengan 4 peristiwa. Kemudian, pelaku 
lainnya adalah DPR/MPR/DPRD dan ahli/akademisi dengan masing-masing 2 

peristiwa. Selain itu, universitas, politisi, Kemenag, Kemenkopolhukam, dan BPIP 
dengan masing-masing 1 peristiwa. 
 
Kategori Korban 
 
Pada periode ini, hasil temuan menunjukkan bahwa peta persebaran korban dari 
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan 
berorganisasi semakin banyak dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Pada 
periode ini, teridentifikasi tujuh jenis kategori korban yang terdampak atas 

implementasi UU Ormas, yaitu 1) OMS yang tidak memiliki SKT/tidak terdata dan 
OMS dengan SKT kedaluwarsa; 2) OMS yang dianggap anti-Pancasila. anti-NKRI, 
dan radikal; 3) OMS yang menerima dan memberikan sumbangan kepada masyarakat 
yang berisiko tinggi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT); dan 4) OMS yang 

izinnya ditolak; 5) OMS asing; 6) Lembaga pers kampus; dan 7) Serikat pekerja yang 
diberangus. 
 

2. Analisis 
 

Pandemi COVID-19 membangun batasan-batasan dalam berinteraksi, tak terkecuali 

dalam hal berkumpul dan berorganisasi. Tatap muka dalam ruang diskusi sudah 
hampir tidak lagi ada, semua tergantikan oleh diskusi online melalui berbagai layanan, 

seperti Zoom, Googlemeet, dan lain sebagainya. 
 

Tidak hanya itu, dalam hal menjalankan fungsi-fungsi organisasi juga menjadi 
terbatas. Advokasi-advokasi yang biasa dilakukan oleh OMS kian hari di masa 

pandemi kian dihalangi. Dampaknya, peran OMS yang selama ini aktif mengawasi 
berbagai kebijakan negara pun tidak dapat dilakukan secara maksimal. 
 
Diskusi dan demonstrasi yang selama ini menjadi salah satu jalan untuk 

mempengaruhi kebijakan sulit dilakukan. Pemerintah melalui aparat penegak hukum 
seringkali mengintervensi diskusi yang dilakukan, bahkan menggunakan cara-cara 
“preman” untuk membubarkan diskusi. Kemudian, dalam hal demonstrasi, dengan 

alasan social dIstancing, aparat kepolisian dengan leluasa membubarkan paksa 

setiap aksi demonstrasi yang dilakukan.  
 
Tidak mengherankan, bila di masa pemerintahan presiden Joko Widodo, aspek 

kebebasan hak sipil dan aspek hak-hak politik dalam indeks demokrasi Indonesia 
terus mengalami penurunan. Aspek kebebasan sipil turun akibat penurunan pada 
aspek kebebasan berkeyakinan, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan 
berpendapat, dan kebebasan dari perlakuan dIskriminasi.44 Sementara aspek hak-
hak politik mengalami penurunan akibat menurunnya variabel Partisipasi Politik dalam 

Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan. Mengutip hasil penelitian 
politik yang dilakukan Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National 

 
44 Egi Adyatama, Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Naik, Tapi 6 Aspek Ini Masih Buruk, dapat diakses di 

https://nasional.tempo.co/read/1371997/indeks-demokrasi-indonesia-2019-naik-tapi-6-aspek-ini-masih-

buruk/full&view=ok  

https://nasional.tempo.co/read/1371997/indeks-demokrasi-indonesia-2019-naik-tapi-6-aspek-ini-masih-buruk/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1371997/indeks-demokrasi-indonesia-2019-naik-tapi-6-aspek-ini-masih-buruk/full&view=ok
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University di Canberra, Australia, menyatakan bahwa kepemimpinan Jokowi 
adalah dalang dari kemunduran terbesar demokrasi di Indonesia.45 
 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS) juga menunjukkan adanya penurunan indeks pada kebebasan hak sipil. Terjadi 
kemunduran pada indikator yang meliputi ancaman atau penggunaan kekerasan oleh 
aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul dan 
berserikat, serta ancaman atau penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat 

terkait ajaran agama.46 Hal ini menyebabkan Indonesia termasuk dalam kategori 
sebagai negara demokrasi yang tidak sempurna (flawed democracy).47 
 
Berdasarkan pantauan KKB, dalam rentang 2019-2020, telah terjadi 93 peristiwa 

dengan 118 jenis tindakan terhadap hak kebebasan berorganisasi yang terjadi di 31 
provinsi. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Februari 2020 dengan 13 peristiwa, 
Juni 2020 dengan 12 peristiwa, dan Oktober 2019 dengan 10 peristiwa. 
 

Pelaku dari pelanggaran kebebasan berorganisasi tersebut secara berturut-turut 
adalah pemerintah kabupaten/kota dengan 57 peristiwa, perusahaan dengan 16 
peristiwa, pemerintah provinsi dengan 13 peristiwa, Kemendagri dengan 8 peristiwa, 
pimpinan/anggota OMS dengan 6 peristiwa, aparat penegak hukum dengan 4 

peristiwa, DPR/MPR/DPRD dan ahli/akademisi dengan masing-masing 2 peristiwa, 
dan universitas, politisi, Kemenag, Kemenkopolhukam, dan BPIP dengan masing-

masing 1 peristiwa. 
 

Pada periode monev kali ini, jenis tindakan dari setiap periode pemantauan semakin 
memperlihatkan pola yang jelas. Implementasi UU Ormas akan selalu didahului 

dengan tindakan kewajiban mendaftar dengan disertai pada kepemilikan SKT. Apabila 
OMS tidak terdaftar, terdapat dampak bagi eksistensi OMS tersebut, yaitu 1) diberikan 
stigma sebagai organisasi ilegal/liar/bodong; 2) adanya pembatasan akses ke sumber 

daya; 3) adanya pelarangan aktivitas; 4) pelarangan organisasi dalam bentuk 
pembubaran atau pencabutan badan hukum organisasi; 5) kriminalisasi terhadap 

anggota atau simpatisan OMS; hingga 6) penangkapan sewenang-wenang yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anggota atau simpatisan OMS. Berikut 

beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi OMS dalam setahun kebelakang: 
 

i. Munculnya Upaya Pembentukan Peraturan Daerah yang Mengatur Ormas 

 
Seperti halnya monev pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini 
persoalan adanya upaya daerah untuk mengatur Ormas dalam peraturan daerah 

kembali menjadi persoalan. Implementasi UU Ormas memunculkan Tindakan 
pengawasan berlebihan yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Kesbangpol. Di 

 
45 Hurriyah, Upaya pemerintah membatasi kebebasan sipil dalam tarik ulur perpanjangan izin FPI, 
https://theconversation.com/upaya-pemerintah-membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-

fpi-128462 
46 CNN Indonesia, Kebebasan Sipil Turun, Indeks Demokrasi Indonesia Naik, dapat diakses di 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200803160536-32-531684/kebebasan-sipil-turun-indeks-demokrasi-

indonesia-naik  
47 Elena Holodny, The US has been downgraded to a 'flawed democracy, tersedia di 
https://www.businessinsider.com/economist-intelligence-unit-downgrades-united-states-to-flawed-democracy-

2017-1?r=US&IR=T 

https://theconversation.com/upaya-pemerintah-membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-fpi-128462
https://theconversation.com/upaya-pemerintah-membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-fpi-128462
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200803160536-32-531684/kebebasan-sipil-turun-indeks-demokrasi-indonesia-naik
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200803160536-32-531684/kebebasan-sipil-turun-indeks-demokrasi-indonesia-naik
https://www.businessinsider.com/economist-intelligence-unit-downgrades-united-states-to-flawed-democracy-2017-1?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/economist-intelligence-unit-downgrades-united-states-to-flawed-democracy-2017-1?r=US&IR=T
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beberapa wilayah, pemerintah daerah menerbitkan sejumlah aturan untuk mengawasi 
OMS. 
 

Pada periode 2019-2020, hasil temuan dari pemantauan KKB, sejumlah daerah yang 
menyusun peraturan tersebut adalah: Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Pergub 
terkait Keormasan tentang tata kelola, pengawasan, dan kerja sama; Pemkab Kulon 
Progo yang menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan pada OMS yang ilegal; 
Kabupaten Bandung yang menyusun Tim Pengawasan Ormas berdasarkan pada 

keputusan bupati; Di Kabupaten Langsa, Nangroe Aceh Darussalam yang mengatur 
tentang OMS yang tidak terdaftar dilarang memberikan pernyataan ke media. 
Kemudian pada bulan Juni 2020, DPRD Provinsi Riau sedang menyusun Ranperda 
tentang Pemberdayaan Ormas; DPRD Kalimantan Selatan yang berencana mengejar 

pembahasan Ranperda tentang Ormas; Banyak pemerintah daerah yang mewajibkan 
OMS untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan SKT. 
 
Masing-masing daerah memang memiliki dinamikanya sendiri. Tapi, persoalan 

kebebasan berorganisasi seharusnya tidak dianggap sebagai sebuah ancaman yang 
perlu diatur di banyak pengaturan pada tingkat daerah. Kebebasan berorganisasi 
memang merupakan hak yang dapat dibatasi, namun pembatasan tersebut 
seharusnya hanya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai negara hukum (rule of 
law) dan demokrasi.  
 

Terkait hal ini, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menyusun temuan dan catatan 
penting terhadap NA dan Ranperda Provinsi Riau tentang Pemberdayaan Ormas, 

antara lain: 
 

1. Menempatkan Ranperda Pemberdayaan Ormas sebagai solusi atas beragam 
masalah yang terjadi pada ormas  

 
Berdasarkan penelusuran atas dokumen Naskah Akademik, Ranperda Pemberdayaan 
Ormas bertujuan untuk mengatasi ormas yang radikal dan bersifat arogan, ormas 
yang dilahirkan untuk kegiatan politik, ormas yang tidak mendaftarkan 
keberadaannya, dan ormas yang kegiatannya tidak sesuai dengan AD/ART. Ada 
berbagai permasalahan yang ingin diselesaikan oleh perda tersebut. Padahal akar dari 
setiap permasalahan berbeda-beda.  
 
Ormas yang tidak mendaftarkan diri dianggap suatu masalah tersendiri padahal 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 jelas menyatakan bahwa 
pendaftaran ormas bersifat sukarela atau tidak wajib. Dengan demikian, seharusnya 
bukan jadi masalah jika suatu ormas memilih untuk tidak mendaftarkan 
keberadaannya.  
 
Kegiatan ormas yang tidak berdasar pada AD/ART akan berdampak pada 
keberlangsungan ormas itu sendiri. Bisa saja ormas tersebut menjadikan AD/ART 
hanya syarat formal pendirian. Atau juga ormas tersebut bersedia melakukan kegiatan 
apapun meskipun tidak sesuai dengan AD/ART karena sedang mengakses dan 
menggantungkan dirinya pada suatu sumber daya, termasuk insentif politik yang 
sesungguhnya tidak pernah berkaitan dengan sejarah pembentukan ormas itu sendiri. 
Jadi yang seharusnya disasar adalah pihak-pihak yang memiliki, mengelola, dan 
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menyediakan sumber daya atau insentif terhadap ormas itu sendiri, apakah 
dibenarkan secara hukum dan tidak merugikan masyarakat?  
 
Kemunculan ormas yang berpaham radikal dan arogan bukan disebabkan tidak 
adanya aturan termasuk di tingkat lokal. Faktor ketidaktegasan hingga belum idealnya 
rasio antara aparat penegak hukum dengan anggota masyarakat mengakibatkan 
perilaku kekerasan yang dilakukan sejumlah ormas sulit dikendalikan.  
 
2. Pilihan data dan argumentasi yang kontradiktif terhadap urgensi dan arah 

pengaturan dari Ranperda Pemberdayaan Ormas 
 
Jika mengacu pada dokumen Naskah Akademik Ranperda Pemberdayaan Ormas BAB 
II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS Subbab A Kajian Teoritis, pilihan 
argumentasi (yang digunakan oleh penyusun naskah akademik) mengkonfirmasi 
adanya kekacauan kerangka hukum yang dilahirkan oleh UU 17/2013. Selain itu, pada 
Subbab B Kajian Empiris huruf d tentang Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang 
tentang Ormas di Indonesia, penyusun Naskah Akademik Ranperda Pemberdayaan 
Ormas merujuk pada Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun Ketiga (2 
Juli 2015 – 2 Juli 2016) yang dipublikasikan oleh sejumlah NGO yang bergabung Koalisi 
Kebebasan Berserikat (KKB). Dalam laporan yang dirilis setiap tahun sejak 2013, KKB 
menyimpulkan bahwa telah terjadi kekacauan kerangka hukum yang diakibatkan oleh 
UU 17/2013. Ada tumpang tindih pengaturan hingga kelemahan mendasar tentang 
urgensi UU 17/2013.  
 
Justru menjadi pertanyaan ketika penyusun Naskah Akademik dan Ranperda 
Pemberdayaan Ormas menjadikan UU 17/2013 sebagai rujukan (atau menjadikan 
Ranperda Pemberdayaan Ormas sebagai upaya mengatasi kelemahan UU 17/2013). 
Dengan kata lain, dalil atau argumentasi (terpilih) yang kemudian dimuat dalam 
Naskah Akademik Ranperda Pemberdayaan Ormas justru mempertanyakan eksistensi 
UU 17/2013 itu sendiri. Lantas, dimana latar belakang atau keterdesakan Ranperda 
Pemberdayaan Ormas? Ada lompatan logika yang pada akhirnya memperlemah posisi 
Naskah Akademik Ranperda Pemberdayaan Ormas.  
 
3. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda 

Pemberdayaan Ormas 
 
Mengacu pada dokumen Naskah Akademik Ranperda Pemberdayaan Ormas BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Subbab 8 
Karakteristik Materi Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan, terdapat pernyataan 
tentang Pasal 8 UU 17/2013 yang mengatur ruang lingkup ormas nasional, provinsi 
atau kabupaten/kota. Pasal 8 ini pula yang menjadi basis pembentukan Ranperda 
Pemberdayaan Ormas (sebagaimana yang ditegaskan kembali pada Subbab A 
Kesimpulan BAB VI PENUTUP).  
 
Nampak jelas pijakan dibentuknya Ranperda Pemberdayaan Ormas bertentangan 
dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013. Pasal 8 UU 17/2013 
merupakan salah satu pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak dikenal 
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lagi identitas ormas berdasarkan wilayah kerja maupun lingkup (nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota). Selain itu, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Ranperda Pemberdayaan 
Ormas yang menyatakan bahwa ormas harus sah dan/atau terdaftar 
kepengurusannya juga tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.  
 
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pemerintah tidak dapat memaksa atau 
mewajibkan ormas yang tidak berbadan hukum untuk mendaftarkan diri (memiliki 
Surat Keterangan Terdaftar/SKT) berdasarkan wilayah kerja maupun lingkup nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota. Ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan 
diri, tapi tidak dilarang jika tidak mendaftarkan diri. Jika suatu ormas ingin 
mendaftarkan diri, dapat dilakukan sesuai domisili atau wilayah kerja. Ketika suatu 
ormas yang tidak berbadan hukum memilih untuk tidak mendaftarkan diri, Pemerintah 
harus tetap mengakui dan melindungi keberadaannya sebagai ormas yang dapat 
melakukan kegiatan di lingkup daerah maupun nasional. Dengan kata lain, ormas tidak 
dibatasi wilayah kerjanya berdasarkan pada tempat pendaftaran. 
 

ii. Adanya Kewajiban OMS Terdaftar 
 

Persoalan SKT masih menjadi temuan dari monev UU Ormas kali ini. Temuan ini 
sama dengan temuan periode monev sebelumnya, yakni masih adanya kebijakan 

berupa kewajiban bagi OMS untuk mendaftarkan diri dan memiliki SKT, termasuk 
memperpanjang SKT bagi yang telah kadaluwarsa.  Berdasarkan temuan KKB di 
periode 2019-2020, kewajiban terdaftar dari OMS ini menjadi pelanggaran tertinggi 

dalam hal kebebasan berorganisasi, yakni dengan 43 kasus. 

 
Seperti temuan sebelumnya, kewajiban OMS untuk memiliki izin SKT atau terdaftar 
hampir selalu diikuti dengan sebuah konsekuensi kebijakan, seperti persyaratan bagi 

OMS yang ingin mendapatkan (fasilitas) pelayanan dan dana hibah/bantuan sosial 
(bansos). OMS yang tidak memiliki SKT oleh akan diposisikan ilegal dan akan 

ditertibkan. Oleh sebab itu, Kesbangpol di sejumlah daerah justru aktif turun lapangan 
untuk memastikan OMS terdaftar atau memiliki SKT. Misalnya seperti yang terjadi di 
Kota Denpasar pada Oktober 2019. 

 
Dalam temuan kali ini, juga ditemukan bahwa kedaluwarsanya SKT juga 
menyebabkan OMS tidak dapat beracara di peradilan. Pada September 2019, 

gugatan Pra-Peradilan Masyarakat anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK 
terkait tindak lanjut kasus Bank Century ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

karena SKT MAKI dianggap telah kedaluwarsa. 
 

iii. Sulitnya Proses Perizinan 
 

Seiring dengan kewajiban terdaftar dari OMS, pemerintah justru mempersulit proses 
perizinan. Pada monev kali ini, KKB menemukan beberapa penolakan oleh 
pemerintah terhadap izin yang diajukan oleh OMS. Pada Juli 2019, Kemendagri 

menolak 28 izin ormas di berbagai wilayah Indonesia dengan alasan memiliki fungsi 
sama dengan lembaga negara.  
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Berikutnya ada persoalan FPI yang “dipersulit” dalam upaya untuk perpanjangan izin 
SKT. FPI yang sudah menyelesaikan semua persyaratan untuk mendapat izin SKT 
justru tidak kunjung mendapat kepastian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

mengatakan bahwa alasan tidak terbitnya SKT FPI ini karena memiliki pandangan 
yang tidak sesuai dengan asas Pancasila.48 Padahal, FPI sudah melengkapinya pula 
dengan syarat tambahan sebagaimana rekomendasi Menteri Agama, Fahrur Rozi, 
yakni dengan menyertakan pernyataan tertulis di atas materai untuk setia pada 
Pancasila, NKRI, plus tidak akan melanggar hukum.49 

 
Ketentuan mengenai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di dalam UU Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Ormas justru masih dipertahankan kendati Mahkamah Konstitusi telah 
memutuskan dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 bahwa kepemilikan SKT 

bersifat sukarela dan tidak lagi dikenal ormas berdasarkan ruang lingkup kewilayahan. 
Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban untuk mendaftarkan ormas dengan surat 
keterangan terdaftar sejatinya bukanlah sebuah keharusan, sebab sejak putusan 
tersebut kepemilikan SKT tidak bersifat wajib, begitu pula memperbarui periode 

keberlakuannya. 
 

iv. Adanya Ancaman Pembubaran Organisasi Mahasiswa oleh Pihak Kampus 
 

Di lingkungan kampus, intervensi terhadap organisasi kemahasiswaan juga terjadi. 
Rektorat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya mengancam membubarkan 
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong pasca menggelar diskusi mengenai 

Papua pada Oktober 2019.50 

 
Ancaman pembubaran terhadap LPM Teropong ini menabah panjang catatan kelam 
kebebasan berorganisasi di kampus. Pada April 2019, LPM Suara USU seluruh 

anggotanya dipecat oleh pihak kampus karena memuat cerpen yang dianggap 
"mempromosikan LGBT" dan "mengandung pornografi". Pihak kampus memecat 

semua pengurus Suara USU dan akan mengganti seluruh anggota dengan yang baru, 
yang mau mendengarkan suara rektorat dan menuliskan yang baik-baik tentang 
USU.51 Pihak kampus ingin menjadikan LPM Suara USU sebagai corong humas yang 
memuat berita yang baik-baik saja.52 

 
Kasus ini berlanjut ke pengadilan. 18 anggota pers mahasiswa Suara USU yang 

dipecat Rektor USU, dengan didampingi Perhimpunan Badan Bantuan Hukum dan 
Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menggugat sang rektor ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.53 Gugatan ini kemudian ditolak PTUN Medan 
pada 14 November 201954 dan meminta agar anggota Suara USU dapat kooperatif 
sejalan dengan peraturan-peraturan kampus. 

 

 
48Dian Erika Nugraheny, SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas 
Pancasila,  https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/21501991/skt-fpi-tak-terbit-kemendagri-sebut-karena-
tak-sesuai-asas-pancasila?page=all 
49 Perpanjangan SKT FPI & Menag yang Abaikan Toleransi, https://tirto.id/emuQ 
50 Haris Prabowo,  Kasus LPM Teropong, Dandhy & PPMI: Persma Perlu Lepas dari Kampus, https://tirto.id/ejG8 
51 Wan Ulfa Nur Zuhra, Pers Mahasiswa Dibungkam, dari Kasus Cerpen hingga Menulis '65", https://tirto.id/dkZv 
52 Wan Ulfa Nur Zuhra, Pers Mahasiswa Dibungkam, dari Kasus Cerpen hingga Menulis '65", https://tirto.id/dkZv 
53 Ibid. 
54 Alfian Putra Abdi, Buntut Gugatan Suara USU Ditolak PTUN: Kampus Krisis Demokrasi, https://tirto.id/elRy 

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/21501991/skt-fpi-tak-terbit-kemendagri-sebut-karena-tak-sesuai-asas-pancasila?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/21501991/skt-fpi-tak-terbit-kemendagri-sebut-karena-tak-sesuai-asas-pancasila?page=all
https://tirto.id/emuQ
https://tirto.id/ejG8
https://tirto.id/dkZv
https://tirto.id/dkZv
https://tirto.id/elRy
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Tentu, persoalan ini sangat memprihatinkan dan merupakan tamparan keras terhadap 
kita yang hidup di negara hukum dan demokrasi, sebab peristiwanya terjadi di 
universitas yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan kembangnya demokrasi.  

 

v. Adanya Pembubaran Aksi Serikat Pekerja 
 

Dalam rentang 2019-2020, kegiatan yang dilakukan serikat pekerja berulang kali 
dibubarkan paksa. Bahkan, pembubaran sudah direncanakan oleh kepolisian 
sebelum aksi tersebut dilakukan. Pada bulan April 2020 misalnya, serikat pekerja yang 

hendak melakukan aksi may day diancam akan dibubarkan paksa apabila tetap 
melaksanakan kegiatan tersebut. Alasannya sederhana, yakni pandemi COVID-19. Di 

saat yang bersamaan, pemerintah dan DPR bersama-sama menyusun kebijakan 

yang mengancam kepentingan buruh, yakni dengan tetap melanjutkan pembahasan 
RUU Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari banyak kalangan, termasuk buruh. 
 
Di satu sisi, pelarangan tersebut terasa wajar karena memang pandemi COVID-19 
terus mewabah yang menuntut semua kalangan menjaga jarak. Tapi di sisi lain, 

pemerintah bersama DPR justru terus menggenjot pembahasan RUU yang 
bermasalah. Dalam konteks ini, pelarangan unjuk rasa yang dilakukan kepolisian jelas 
merugikan buruh dan menciptakan sistem yang tak seimbang. DPR bersama 

Pemerintah Menyusun peraturan yang “merugikan”, tetapi publik, khususnya buruh 
malah dilarang untuk melakukan protes.  Dalam hal ini, buruh tidak dapat mengawasi 
proses penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan kelompoknya. 

 

Dalam konteks sebuah negara hukum, baik dalam perspektif rechtstaat maupun rule 
of law, perlindungan HAM adalah salah satu prasyarat yang harus ada. Termasuk di 
dalamnya kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), 
kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat 
(freedom of expression). 
 
Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, dalam pembentukan hukum haruslah 
melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk dalam mengatur kebebsan 
berkumpul dan berorganisasi. Sebagaimana yang diungkapkan Padmo Wahjono, 

Negara hukum yang demokratis merupakan pola bernegara yang diidealkan.55 
Kebebasan berkumpul dan berorganisasi bukan hanya menjadi bagian dari HAM, tapi 

juga merupakan salah satu instrumen yang mendukung sebuah negara demokrasi. 
 
Merujuk kepada instrumen internasional hak asasi manusia, kebebasan berkumpul 
dan berorganisasi masuk dalam rumpun hak sipil dan politik yang masuk dalam 
kovenan hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights).56 

Kebebasan berserikat atau berorganisasi lebih lanjut secara umum dapat ditemukan 
dalam Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang berisikan dua 
hal, yakni:57 

 
55 Janedjri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press khasanah peradaban 
hukum & konstitusi, Jakarta, hlm. .75 
56 Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), halaman 19. Dapat diakses di https://pshk.or.id/publikasi/riset/laporan-

koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-undang-undang-nomor-17-

tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga/  
57 Ibid. 

https://pshk.or.id/publikasi/riset/laporan-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-undang-undang-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga/
https://pshk.or.id/publikasi/riset/laporan-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-undang-undang-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga/
https://pshk.or.id/publikasi/riset/laporan-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-undang-undang-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga/
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1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa 
kekerasan.  

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. 

 
Penyempitan Ruang Sipil 
 
Sebagai suatu hak, dalam tataran hukum nasional, kebebasan berkumpul dan 
berorganisasi diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
tulisan. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk 
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menentukan bahwa setiap orang 
berhak untuk berkumpul dan berorganisasi sepanjang untuk maksud-maksud damai. 
Selain diterjemahkan melalui UU HAM, perihal kebebasan berkumpul dan 
berorganisasi juga diatur di beberapa UU lainnya, yakni; UU No. 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU KMP), UU No. 21 Tahun 
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Buruh); UU No. 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan UU Yayasan, dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU. No. 17 Tahun 2017 

tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).  
 

Dalam tataran HAM, esensi dari kebebasan berkumpul dan berorganisasi adalah 
sebagai teropong yang mengontrol dan mengawasi peran, fungsi, dan kewenangan 

pemerintah dan agar selalu berjalan dalam koridor demokrasi. Berkumpul dan 
berorganisasi adalah untuk mengumpulkan kekuatan dan menyatukan suara agar 
kepentingan sebagai rakyat dapat didengar dan dipenuhi oleh negara, atau 

setidaknya lebih didengar dari pada berusaha secara individual. 
 

Sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik, hak-hak kebebasan berserikat memang 
bisa dibatasi. Tapi pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang hal itu 

diatur oleh hukum (prescribed by law), keinginan masyarakat yang dirumuskan secara 
demokratis, demi kepentingan keamanan nasional (national security), demi keamanan 
publik (public safety), demi ketertiban umum (public order), perlindungan akan 

kesehatan atau moral publik, dan atas dasar perlindungan hak-hak kebebasan orang 
lain.58 
 
Dengan demikian, hadirnya OMS seharusnya bukan dikecam sebagai ancaman atau 

sumber konflik, akan tetapi harus dipandang sebagai penyeimbang dalam fungsi 
kontrol sosial dan politik selama tindakan-tindakan organisasi itu tidak melanggar 
hukum, ketertiban umum, keselamatan publik dan keamanan nasional.59 
 

 
58 Lihat Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and 
Political Rights dan The Johannesburg Principles On National Security, Freedom Of Expression And Access To 

Information. 
59 Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), halaman 23. Dapat diakses di https://pshk.or.id/publikasi/riset/laporan-
koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-undang-undang-nomor-17-

tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga/  

https://pshk.or.id/publikasi/riset/laporan-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-undang-undang-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga/
https://pshk.or.id/publikasi/riset/laporan-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-undang-undang-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga/
https://pshk.or.id/publikasi/riset/laporan-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-undang-undang-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga/
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Dalam tataran implementatif, pemerintah seharusnya hadir untuk memfasilitasi, 
menjaga dan memastikan hak berorganisasi terpenuhi dan berlangsung secara tertib. 
Tapi, dengan merujuk pada temuan monev kali ini, kebijakan yang diambil oleh 

“negara” terhadap OMS sejatinya telah jauh melenceng dari yang seharusnya. Jauh 
panggang dari api yang menyebabkan terjadinya penyempitan kebebasan sipil. 
 
Penyempitan ruang kebebasan sipil (shrinking civic space) merupakan pengekangan 
hak-hak pokok yang melandasi kebebasan masyarakat sipil, seperti hak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dengan cara membatasi ruang 
gerak masyarakat sipil dalam berpartisipasi dan mempengaruhi struktur politik guna 
mengklaim hak-hak mereka. 
 

Hak-hak tersebut sudah lama diakui dalam kovenan dan deklarasi HAM internasional 
yang telah diadopsi dan diratifikasi oleh Indonesia serta dijamin secara konstitusional 
dalam UUD 1945. Pasal 28 (E) UUD 1945 menyebut setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ketiga hak utama 

kebebasan sipil tersebut memang dapat dibatasi, namun tidak otomatis menjustifikasi 
setiap pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak tersebut dibolehkan.  
 
Pasal 19 (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah 

diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12/2005 menjelaskan bahwa pembatasan 
kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk 

menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, 
ketertiban umum, kesehatan dan moral umum. 

 
Sayangnya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi, penyempitan ruang kebebasan 

sipil ini terus terjadi. Pembatasan ruang gerak masyarakat sipil, seperti mengekang 
kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi. Serangkaian peristiwa yang 
telah disinggung sebelumnya, seperti diskusi dan kegiatan yang dibubarkan paksa, 

mempersulit proses penerbitan izin OMS, dan ancaman terhadap organisasi 
mahasiswa oleh pihak kampus adalah sedikit bukti bahwa telah terjadi penyempitan 

ruang kebebasan sipil di Indonesia. 
 

Lokataru Fondation menyebut setidaknya ada empat indikator penyempitan ruang 
kebebasan sipil dalam era Jokowi. Ke empat indikator: melemahnya kebebasan 
berpendapat dan berekspresi, kebebasan akademik, kekerasan terkait Papua dan 

aktivitas serikat buruh.60 

 

Pada masa pandemi COVID-19, penyempitan ruang kebebasan sipil tersebut 
semakin terasa. Pandemi tidak hanya membawa bencana pada sektor kesehatan 
publik tetapi juga pada situasi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. 
Penanganan COVID-19 seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat sipil. Meski 
pemenuhan hak-hak dalam situasi darurat bisa dikurangi, pemerintah tidak memenuhi 

prinsip-prinsip serta syarat yang ditentukan dalam standar hukum HAM 
internasional.61 

 

 
60 Sasmito Madrim, Ruang Kebebasan Sipil Indonesia Semakin Sempit, Voa Indonesia 31 September 2019, dapat 
diakses di https://www.voaindonesia.com/a/ruang-kebebasan-sipil-indonesia-semakin-sempit/5145752.html  
61 Kirana, Pengkerdilan Ruang Sipil di Tengah Pandemi, Lokataru foundation, hlm 9 dapat diakses di 

https://lokataru.id/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-3.pdf 

https://www.voaindonesia.com/a/ruang-kebebasan-sipil-indonesia-semakin-sempit/5145752.html
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Negara berusaha membatasi ruang gerak masyarakat sipil dengan alasan-alasan 
normatif yang bertentangan dengan prinsip HAM, seperti persoalan tidak berizin, 
memiliki lingkup pekerjaan yang sama dengan lembaga negara, membenturkannya 

terhadap ideologi Pancasila dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Tidak 
jarang, negara melalui aparat penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap 
anggota dari sebuah organisasi. 
 
Pola-pola penyempitan kebebasan sipil yang pernah diungkapkan Antoine Buyse62 

kini menemukan kebenarannya di Indonesia. Antoine mengungkapkan tiga pola yang 
dilakukan negara untuk mempersempit kebebasan sipil yang dapat merusak sebuah 
negara demokrasi. Pola-pola tersebut adalah sebagai berikut:63 
1. Pembatasan formal, yaitu dengan menggunakan instrumen hukum administrasi 

dan pidana untuk menekan kerja OMS, Proses Perizinan OMS, dan membatasi 
akses OMS kepada sumber daya. 

2. Labelling dan stigmatisasi yang bertujuan untuk membungkam kritik dari OMS. 
Caranya dengan membangun opini negatif terhadap OMS dan alasan untuk 

membubarkan OMS yang berseberangan dengan pemerintah. Dalam konteks 
Indonesia, hal ini terlihat dari adanya upaya negara mempersulit OMS mendapat 
izin SKT dengan cara membenturkannya dengan Pancasila dan NKRI. 

3. Pembatasan kapasitas OMS dengan menerapkan strategi carrot and stick (sistem 

di mana penghargaan dan hukuman diterapkan)  
 

Di mulai dari persoalan izin SKT dari OMS. Di sejumlah daerah, pemerintah melalui 
aparat penegak hukum aktif turun kelapangan untuk mencek status berlaku SKT dari 

OMS yang ada di daerahnya. Hasilnya, OMS yang tidak berizin akan dianggap 
bodong dan ilegal yang bertindak layaknya preman dengan selalu melakukan 

pelanggaran hukum.  
 
Tindakan-tindakan yang dilakukan OMS tersebut juga akan dianggap disokong oleh 

asing untuk melakukan Tindakan yang tidak tunduk terhadap Pancasila dan NKRI. 
Ketiadaan izin SPT ini dijadikan alasan oleh “negara” untuk melakukan pelarangan 

aktivitas, kriminalisasi anggota OMS, dan pembatasan akses dana bantuan. Pada 
intinya, kewajiban terdaftar bagi OMS adalah sebuah kewajiban atau syrat mutlak 

yang harus ada bila ingin melakukan aktivitas. 
 
Di sisi lain, pemerintah justru terus mempersulit proses perizinan yang dilakukan 

OMS. Kesbangpol terus berupaya mencari celah kesalahan untuk menolak izin yang 
diajukan. Mulai dari persoalan kewenangan yang dianggap sama dengan lembaga 
negara, tudingan aliran sesat, tidak tunduk dan patuh pada Pancasila dan NKRI, 
sampai tuduhan bahwa OMS yang bersangkutan akan bertindak kriminal atau 

melakukan perbuatan melawan hukum.  
 

 
62 Antoine Buyse adalah profesor hak asasi manusia dan direktur Netherlands Institute of Human Rights di 
Universitas Utrech, Belanda 
63 Antoine Buyse, Squeezing civic space: restrictions on civil society organizations and the linkages with human 

rights, Journal The International Journal of Human Rights Volume 22, 2018, tersedia di 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2018.1492916, baca juga Hurriyah, Upaya pemerintah 
membatasi kebebasan sipil dalam tarik ulur perpanjangan izin FPI, https://theconversation.com/upaya-pemerintah-
membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-fpi-128462  

  

https://www.tandfonline.com/author/Buyse%2C+Antoine
https://www.tandfonline.com/author/Buyse%2C+Antoine
https://www.tandfonline.com/toc/fjhr20/current
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2018.1492916
https://theconversation.com/upaya-pemerintah-membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-fpi-128462
https://theconversation.com/upaya-pemerintah-membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-fpi-128462
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Dilihat dari sudut pandang HAM, Kebebasan berorganisasi seharusnya dipandang 
sebagai bagian dari hak berkumpul yang keberadaannya harus dihormati dan 
dilindungi. Sementara dari segi hukum, kewajiban terdaftar dari OMS tidaklah 

beralasan, sebab ketentuan yang mewajibkan OMS untuk terdaftar yang diatur dalam 
UU Nomor 17 Tahun 2013 sudah dibatalkan oleh MK melalui putusan perkara Nomor 
82/PUU-XI/2013.  
 
Dalam putusan tersebut, kepemilikan SKT bagi OMS hanyalah bersifat sukarela, 

sebab kebebasan berorganisasi adalah salah satu tonggak sistem demokrasi. MK 
dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa “kebebasan berserikat adalah 
jantung dari sistem demokrasi di mana warga negara dapat secara bersama-sama 
memperjuangkan kepentingannya yang tidak mungkin atau sulit dicapai secara 
individu.”  
 
Sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik, hak-hak kebebasan berserikat memang 
bisa dibatasi. Kontrol dan pengawasan melalui pendaftaran memang dapat 

dimungkinkan sebagai peran negara dalam melindungi kepentingannya dan 
kepentingan hak warga lainnya. Namun, senada dengan Putusan MK, berdasarkan 
best practice di beberapa negara, pendaftaran tersebut sejatinya juga bersifat 
sukarela dan hanya dalam bentuk pemberitahuan (notification), bukan sebagai 

kewajiban (obligation).64 
 

Dalam konteks FPI, organisasi tersebut adalah organisasi keagamaan yang menjadi 
instrumen untuk menjalankan fungsi kepercayaan dan pendidikan dari kelompoknya. 

Dalam hal ini, hak beragama dan menjalankan agama juga masuk dalam kategori 
hak-hak sipil dan politik. Berkaitan dengan peran dan fungsi negara terhadap HAM 

yang terdiri dari: menghormati (to respect), melindungi (to protect), memenuhi (to 
fulfill), dan memajukan (to promote), hak sipil dan politik lebih menuntut negara untuk 
mengedepankan fungsi menghormati dan melindungi.  

 
Sulitnya FPI mendapat izin SKT FPI menunjukkan bahwa sikap dan pilihan kebijakan 

pemerintah lebih mengarah pada kecenderungan membatasi ruang kebebasan sipil 
(civic space) yang berdampak pada menyusutnya ruang demokrasi.65 Warga Negara 

dan OMS tidak lagi bisa menikmati hak-hak sipil dasar seperti kebebasan berekspresi, 
berorganisasi dan berkumpul tanpa campur tangan negara.66  
 

Dilihat dari sudut pandang yang sering digunakan pemerintah, isu radikalisme diyakini 
menjadi alasan utama mengapa pemerintah mempersulit izin FPI, sebab Kemendagri 
bersikeras tidak mau mengeluarkan izin SKT karena FPI mencantumkan terminologi 
khilafah Islamiyah dalam anggaran dasar organisasi mereka, tapi tidak menyebut 

'ikrar setia kepada NKRI'.67 Secara sederhana, FPI adalah OMS berbasis keagamaan 
yang dalam beberapa waktu belakangan begitu akrab dengan kritik terhadap 

 
64 Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Keempat, hlm 34, dapat diakses di 
https://pshk.or.id/penelitian/laporan-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-tentang-monitoring-dan-evaluasi-
implementasi-undang-undang-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-tahun-ketiga-2/ 
65 Hurriyah, Upaya pemerintah membatasi kebebasan sipil dalam tarik ulur perpanjangan izin FP, 

https://theconversation.com/upaya-pemerintah-membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-
fpi-128462  
66 Ibid.  
67 BBC News, FPI diminta cantumkan ikrar setia NKRI di AD/ART: Syarat 'sesuai UU Ormas', tersedia di 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50602035 
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pemerintah. Bahkan, dalam beberapa aksi, juga disertai dengan kekerasan dan 
perusakan fasilitas umum. 
 

Singkat cerita, negara sengaja menggunakan isu radikalisme untuk memupuk “rasa 
ketakutan” dalam masyarakat dan alasan untuk membatasi ruang gerak OMS. Dan 
upaya seperti ini sudah lumrah dilakukan oleh negara-negara yang ingin 
membungkam kebebasan sipil di dunia, sebagaimana  yang diungkapkan Hurriyah68 
dalam tulisannya berjudul ”Upaya pemerintah membatasi kebebasan sipil dalam tarik 

ulur perpanjangan izin FPI (17/12/2019)”69 “ mengungkapkan bahwa di banyak 
negara, propaganda War on Terror dan strategi ‘politik ketakutan’ 
kerap digunakan untuk membenarkan pembatasan yang berorientasi keamanan pada 
masyarakat sipil.”  

 
Berkaitan dengan organisasi keagamaan, negara seharusnya lebih mengutamakan 
meningkatkan kemampuannya melindungi hak-hak keagamaan ketimbang 
memberikan pelayanan terhadap agama. Dalam hal ini, jelas Langkah “negara” yang 

mempersulit proses perizinan dengan alasan tidak tunduk pada Pancasila dan NKRI 
merupakan sebuah kekeliruan. 
 
Dalam instrumen HAM internasional, kebebasan berkumpul dan berorganisasi 

sebenarnya terangkum dalam banyak pengaturan, di antaranya DUHAM, Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-HAM dan 
kebebasan-kebebasan Manusia Yang Hakiki; Deklarasi tentang Kewajiban-kewajiban 

Dasar bagi masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN); dan deklarasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Hak 

Asasi Manusia (HAM) Islam.70 Selain tercantum di dalam DUHAM, juga diatur Rights 
of Man France (1789), Bill of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights 
(1966). 

 
Pasal 2 DUHAM menyatakan: 

 “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang 
tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apa pun, seperti ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal 
mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun 
kedudukan lain” 

 
Pada prinsipnya, kebebasan beragama mencakup beberapa hal, termasuk di 
dalamnya untuk penyebaran agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan 
agama seseorang dan hak untuk melakukan aktivitas penyebaran agama baik secara 

individu maupun berkelompok atau berorganisasi.  
 
Berikutnya, Pada Oktober 2019 ada ancaman pembubaran organisasi mahasiswa 
yang dilakukan oleh Rektorat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya terhadap 
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong pasca menggelar diskusi mengenai 

 
68 Hurriyah, Dosen di Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia. 
69 Hurriyah, Upaya pemerintah membatasi kebebasan sipil dalam tarik ulur perpanjangan izin FP, 
https://theconversation.com/upaya-pemerintah-membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-
fpi-128462 
70 Budiyono, Kebebasan Beragama Dalam Dokumen Hak Asas Manusia Internasional, hlm 60. dapat diakses di 

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/download/629/561 
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Papua. Sebelumya, pada April 2019, LPM Suara USU seluruh anggotanya dipecat 
oleh pihak kampus karena memuat cerpen yang dianggap "mempromosikan LGBT" 
dan "mengandung pornografi". Pihak kampus memecat semua pengurus Suara USU 

dan akan mengganti seluruh anggota dengan yang baru, yang mau mendengarkan 
suara rektorat dan menuliskan yang baik-baik tentang USU. Pihak kampus ingin 
menjadikan LPM Suara USU sebagai corong humas yang memuat berita yang baik-
baik saja. 
 

Hal ini merupakan bukti bahwa telah terjadi resesi terhadap kebebasan berekspresi, 
berkumpul dan berorganisasi di lingkungan kampus. Selama ini, mahasiswa di negara 
demokrasi kerap dielu-elukan sebagai agen perubahan, memprotes paling lantang 
saat negara mengeluarkan kebijakan yang timpang dan merugikan orang banyak. 

Sayangnya, meski berani diskusi dan menyuarakan hal-hal yang “tabu”, mahasiswa 
berpotensi mendapat masalah dari pihak kampus karena tidak ada perlindungan yang 
jelas terhadap hak-hak mereka untuk berkumpul, berorganisasi dan menyatakan 
pendapat. 

 
Tidak hanya kali ini saja terjadi, sebelumnya dalam aksi #ReformasiDikorupsi 
misalnya. Aksi yang terjadi pada September 2019 itu diikuti berbagai kampus di 
Jabodetabek dan kota-kota lain yang bergerak bersama menolak Rancangan 

Undang-undang (RUU) bermasalah. Setelahnya, tak sedikit di antara mereka yang 
ditangkap secara sewenang-wenang, sebagian lagi ditakut-takuti kampus dengan 

ancaman pemecatan (drop out).71 
 

Lokataru Foundation dalam “Diberangus Di Kampus”72 mengungkapkan bahwa 
metode yang semakin marak digunakan kampus dalam membatasi kebebasan 

berpendapat dan berkumpul mahasiswanya adalah dengan ancaman serta 
penerbitan sanksi DO secara sewenang-wenang. Dalam laporan yang sama, selama 
empat bulan setelah aksi Reformasi Dikorupsi pada September 2019 lalu, setidaknya 

ada 43 mahasiswa dari tiga universitas yang berbeda yang dijatuhkan sanksi DO, lalu 
11 mahasiswa diberikan sanksi skorsing dan puluhan lainnya diancam diberikan 

sanksi karena mengikuti aksi unjuk rasa. Pada Desember 2019, empat mahasiswa 
Universitas Khairun (Unkhair) Ternate dikeluarkan atau drop out (DO) karena mereka 

terlibat dalam aksi Front Rakyat Indonesia West Papua (FRI-WP) di depan kampus 
Muhammadiyah Maluku Utara pada 2 Desember 2019.73 
 

Peristiwa ini merupakan pelanggaran terhadap HAM, khususnya hak untuk 
berkumpul, berorganisasi dan menyatakan pendapat. Dalam konteks demokrasi, 
peristiwa ini jelas menjadi catatan kelam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 
negara hukum dan demokrasi. 

 
Dalam laporannya riset EUI yang berjudul "Democracy Index 2019: A Year of 
Democratic Setbacks and Popular Protest," mengungkapkan bahwa negara 
dengan flawed democracy, selain dengan menerapkan sistem pemilihan umum yang 

 
71 Ramadhan, Berjuang di Jalanan, Diberangus di Kampus Sendiri, https://asumsi.co/post/berjuang-di-jalanan-

diberangus-di-kampus-sendiri  
72 Tersedia di https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/SCS-seri-22.pdf 
73 Fadiyah Alaidrus, Di Balik Sanksi DO Mahasiswa Unkhair: Dilarang Kritis Soal Papua, https://tirto.id/eqdz 
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adil dan bebas, juga ada kebebasan media dan penghormatan terhadap hak-hak sipil 
seperti kebebasan berkumpul, berorganisasi dan menyatakan pendapat.74 
 

Dalam koridor akademik, perguruan tinggi semestinya tetap menjadi tempat yang 
menghargai kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Kampus, harus 
berani berbicara mengenai kebenaran kepada penguasa. Kampus harus melindungi 
kebebasan berpendapat dan menjadi tempat aman di mana semua hal dapat 
ditanyakan dan dijawab dengan bebas, sebab kebebasan berorganisasi dikampus 

masuk dalam kebebasan sipil. Untuk itu, mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis 
seharusnya dilindungi, bukan malah ditakut-takuti dengan ancaman DO dan/atau 
pembuaran organisasi. 
 

Berikutnya, terkait pembubaran kegiatan serikat buruh. Pekerja/buruh sebagai warga 
negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan 
pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam 
satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh.  

 
Jaminan pemerintah ini terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 diperkuat 
dengan Lampiran TAP MPR No. II/1998 mengenai HAM dalam Pasal 19 yang 
menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul 

dan mengeluarkan pendapat. Payung hukum berikutnya dapat dilihat dalam Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.  

 
Seorang pekerja/buruh sebagai kaum marginal diberikan kebebasan untuk 

mendirikan dan aktif dalam serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk memperjuangkan hak-haknya dengan jaminan dari pemerintah. 

Bahkan kepada siapa pun yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh 
untuk berorganisasi maupun tidak berorganisasi dapat dikenakan sanksi pidana 
penjara dan/atau denda.75  

 
Tidak hanya sampai di situ, hak berorganisasi yang dimiliki buruh bukan sekedar 

membentuk organisasi. Melainkan juga hak untuk melaksanakan kegiatan dengan 
organisasi tersebut, seperti diskusi dan demonstrasi untuk menyikapi kebijakan 

“negara” yang dinilai merugikan atau berdampak buruk terhadap buruh. 
 
Perlindungan hak berorganisasi dari pemerintah inilah yang sangat penting bagi 

pekerja. Sering timbul dilema bagi pekerja yang aktif dalam serikat pekerja. Di satu 
sisi terdapat kepentingan yang patut diperjuangkan karena ada hak asasi pekerja 
yang belum terpenuhi sementara di pihak lain pekerja masih membutuhkan pekerjaan 
sebagai nafkahnya di suatu perusahaan yang tentunya akan sering berhadapan 

dengan pengusaha. 
 
Perlu diingat, HAM dalam kebebasan berorganisasi tidak berbasis pada aspirasi 
individu dan/atau kebutuhan kelompok mayoritas semata, melainkan berorientasi 
pada pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan terhadap semua kelompok. 76 

Hak atas kebebasan berorganisasi dan nilai-nilai HAM yang perlu dilindungi tidak 

 
74 Ramadhan, Berjuang di Jalanan, Diberangus di Kampus Sendiri, https://asumsi.co/post/berjuang-di-jalanan-
diberangus-di-kampus-sendiri 
75 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
76 Dokumen A/50/401, Human rights defenders, Note by the UN Secretary-General. 
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dapat diukur dari jumlah kuantitas (majoritarian point of view), namun dinilai dari ikhtiar 
penghormatan harkat dan martabat manusia yang tidak dapat serta merta diukur 
secara kuantitatif.77  

 
Dalam menjaga dan memfasilitasi kebebasan berkumpul dan berorganisasi, negara 
seharusnya tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga dari masing-masing 
organisasi,78  sepanjang apa yang dilakukan masih dalam koridor negara hukum dan 
demokrasi.79 

 
Pembatasan boleh dilakukan, namun itu hanya pada aspek-aspek untuk melindungi 
hak asasi orang lain, sebab demokrasi merupakan suatu sistem yang terus bergerak; 
ia dinamis dan tidak selalu linear dalam menuju demokrasi yang substantif.80 Bila 

terlalu banyak intervensi negara terhadap kebebasan sipil, itu justru akan 
menyebabkan terjadinya penyempitan ruang demokrasi yang dapat mengancam 
keberadaan demokrasi itu sendiri. Perlu dipahami, demokrasi sangat bergantung 
pada aktor-aktor demokrasi: mulai dari aktor pemerintahan hingga masyarakat sipil.81 

 
Dalam hal ini, negara tidak boleh menggunakan instrumen hukum sebagai cara untuk 
melakukan pembatasan, sebab itu dapat merusak fondasi demokrasi itu sendiri. 
Semestinya, demokrasi haruslah berdasar atas hukum (rule of the law), bukan 

menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan (rule by the law).  
 

IV. Penutup 
 

Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi digital, ruang-ruang 

berekspresi dan berpendapat yang digunakan oleh masyarakat sipil sejatinya semakin 
beragam. Berbagai platform media sosial, misalnya, menyediakan medium yang 
dapat menjangkau lebih banyak orang dan komunitas dalam konteks mobilisasi 

gerakan dan distribusi pengetahuan yang digunakan oleh berbagai elemen 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

Penggunaan ruang-ruang digital menjadi jauh semakin masif seiring dengan 
merebaknya pandemi COVID-19 yang menuntut setiap orang untuk membatasi 

aktivitas fisik namun juga tidak ingin tereksklusi dalam proses pembangunan, 
terutama untuk memastikan setiap kebijakan publik yang diambil pada masa-masa 
pandemi telah merepresentasikan kehendak warga. Berbagai kegiatan, forum diskusi, 

gerakan hashtag, dan kritik dilakukan secara daring (online) yang menandakan 
adanya perhatian masyarakat sipil pada proses politik yang terus berlangsung di 
pemerintahan yang tak terpengaruh kebijakan pembatasan sosial. 
 

Di sisi lain, kemunculan teknologi ini juga memicu bentuk-bentuk represi baru bagi 
masyarakat sipil dan justru menjadi penanda semakin sempitnya ruang-gerak 

 
77 Ibid. 
78 Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai 
(A/HRC/20/27). 
79 Buku pedoman article 19 tentang kebebasan menyampaikan pendapat, hukum dan perbandingan hukum, 
standar dan prosedur internasional, 1993, hlm 102. Tersedia di 
https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/freedom-of-expression-handbook-indonesian-translation.pdf 
80 Juwita Hayyuning Prastiwi, Kemunduran demokrasi dalam pemerintahan Jokowi: nyalakan tanda bahaya, 

https://theconversation.com/kemunduran-demokrasi-dalam-pemerintahan-jokowi-nyalakan-tanda-bahaya-124100 
81 Ibid. 
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masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pembangunan. Semenjak disahkannya 
UU ITE tahun 2008, indikasi untuk mengontrol dunia maya sesungguhnya sudah 
terlihat. Hari ini, penggunaan agen-agen baru untuk merepresi, mendelegitimasi, dan 

mengkriminalisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan mobilisasi dan kritik di ruang-
ruang digital justru terjadi. Kebijakan internet shutdown di Papua, misalnya, menjadi 
puncak yang menunjukkan betapa kritisnya situasi ruang publik digital dewasa ini. 
Kendati putusan PTUN kemudian menyatakan bahwa kebijakan yang diambil 
Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut tidak sah dan melawan hukum, 

situasi ini tampaknya akan menjadi kecenderungan yang mewarnai tantangan bagi 
tumbuh-kembangnya organisasi masyarakat sipil Indonesia ke depan.  
 
Di sisi lain, represi terhadap kebebasan berorganisasi maupun berkumpul masih terus 

berlangsung melalui berbagai praktik diskriminasi, stigmatisasi, kriminalisasi, 
pembatasan, dan sebagainya, yang menjadi corak konvensional situasi kebebasan 
sipil di Indonesia sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan tidak ada 
perubahan yang berarti untuk memperbaiki kondisi ini kendati sejumlah elemen 

masyarakat sipil telah berkali-kali memberikan kritiknya.  
 
Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Kebebasan Berserikat merekomendasikan hal-hal 
sebagai berikut: 

 
1. DPR RI dan Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perkumpulan sebagai 

kerangka hukum yang tepat dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil di 
Indonesia dalam Prolegnas Prioritas 2021 

2. Pemerintah harus mengevaluasi keberlakuan dan penerapan UU Ormas beserta 
kebijakan dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya yang berdampak 

pada menyempitnya ruang gerak organisasi masyarakat sipil, termasuk produk 
kebijakan yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil. 

3. Kementerian Dalam Negeri harus mengevaluasi setiap produk hukum daerah yang 

berkaitan dengan implementasi UU Ormas guna memastikan kepatuhan dan 
konsistensi produk hukum daerah tersebut dengan Putusan MK tentang UU 

Ormas. 
4. Pemerintah dan DPR RI harus mendorong terciptanya ruang aman bagi organisasi 

masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat, baik di ruang-ruang offline 
maupun online, dengan mengevaluasi kinerja aparat keamanan dalam merespon 
berbagai aktivitas dan pengorganisasian yang dilakukan oleh masyarakat sipil. 

5. Pemerintah harus mengevaluasi kinerja perguruan tinggi dalam menjamin 
kebebasan berorganisasi di lingkungan kampus agar tidak terjadi ancaman-
ancaman pembubaran terhadap organisasi mahasiswa yang kritis. Sebab 
ancaman terhadap organisasi mahasiswa dari pihak kampus merupakan bentuk 

pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang berpotensi 
membunuh kreativitas mahasiswa. 
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